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Buku ,,UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN

LANDREFORM" ini disusun dan ditjetak dalam suatu

buku penerbitan chusus jang pertama adalah dimaksud

untuk menambah-banjaknja pembatja serta pengertian

tentang tata-hukum pertanahan Indonesia bagi masjara

kat kaum-tani dan masjarakat bangsa pada umumnja.

Hal tersebut diatas demikian pentingnja oleh karena

bangsa Indonesia baru sadja pada tanggal 24 September

1960 lepas dari undang2 dan peraturan² agraria jang

sifatnja kolonial berganti dan masuk kealam undang2

dan peraturan² jang sifatnja Nasional dalam tata-hukum

pertanahan Indonesia. Berabad-abad lamanja putra-putra

Bangsa Indonesia meringkuk dibawah tekanan hukum

Agraria kolonial itu , dan sekarang ini ia telah didjungkir

balikkan dengan undang2 baru itu. Tepat sekali apa jang

diuraikan oleh Jang Mulia Menteri Agraria dalam kata

sambutannja, bahwa kita sekarang ini dalam keadaan

Revolusi Agraria dibawah naungan Manipol/Usdek.

Sedjalan dengan terlaksananja penerbitan pertama ini

kiranja tidaklah berkelebihan apabila kami dari Jajasan

Pertanian Nasional sebagai badan penerbitnja menjampai

kan terima-kasih jang tiada hingga kepada ,,D.P.P. Per

satuan Tani Nasional Indonesia" (PETANI) jang mem

berikan dorongan hingga terudjudnja pembangunan

,,Jajasan Pertanian Nasional" sebagai salah satu badan

penerbit jang akan bertugas sesuai dengan anggaran

dasarnija .

Perlu kiranja kami uraikan serba-ringkas diantara

lapangan atau daerah kerdja Jajasan tsb. diatas ialah :

a. menjelenggarakan kursus2 dan tjeramah²

b. membentuk serta mendidik kader2 pertanian

c. menjelenggarakan pameran serta pertunjukan2 pilem

d. menerbitkan serta menjebarkan brosur², madjallah²,

buku, dan persurat-kabaran
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e. mendirikan serta mengurus sekolah2 pertanian

f. menjelenggarakan perpustakaan, (terutama perpus

takaan) pertanian

g. mengusahakan berdirinja pertjetakan dan toko² buku

h. mengusahakan tumbuhnja kooperasi² pertanian dan

lain2 usaha pertanian dalam arti kata jang luas

i. membantu pemerintah dalam usahanja melaksanakan

transmigrasi

j. turut melaksanakan usaha pemerintah dalam lapang

an pembangunan masjarakat Desa.

Lapangan dan usaha² pokok tersebut diatas ialah ber

keinginan untuk mentjapai tudjuan Jajasan jakni ; me

nudju masjarakat-adil dan makmur, atau masjarakat

Sosialis Indonesia pada umumnja, dimana tarap kehidup

an kaum Tani meningkat dan lenjapnja segala matjam

penghisapan dan penindasan sesuai dengan tuntutan

amanat penderitaan Rakjat-Revolusi 17 Agustus 1945.

Kami insaf bahwa lapangan tugas tersebut diatas

adalah sangat berat untuk dipikul dan dilaksanakan akan

tetapi mengingat itu untuk Bangsa dan Negara dipandang

dari kewadjiban maka mau atau-tidak ia harus mendapat

pelajanan sesempurna mungkin.

P.J.M. Presiden Republik Indonesia dalam amanatnja

jang sudah diberi nama ,,Djalannja Revolusi Kita" antara

lain mengatakan :

,,Landreform disatu fihak berarti penghapusan

segala hak asing dan konsesi kolonial atas

tanah, dan mengachiri penghisapan fiodal setjara

berangsur-angsur, dilain fihak Landreform ber

arti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah

untuk seluruh Rakjat Indonesia terutama kaum

tani,

1
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Ja! tanah tidak boleh mendjadi alat penghisapan!

Tanah untuk Tani ! Tanah untuk mereka jang

betul2 menggarap tanah! Tanah tidak untuk me

reka jang duduk ongkang² mendjadi gemuk-gen

dut karena menghisap keringatnja orang2 jang

disuruh menggarap tanah itu!

Melupakan tugas melawan keterbelekangan fiodal,

berarti tidak membebaskan kaum tani dari peng

hisapan kaum lintah-darah dan tuan-tanah, ber

arti tidak menarik sebagian besar dari Rakjat

Indonesia kedalam geloranja revolusi. Djalan ini

adalah djalan jang salah, ibarat orang bertarung

memakai satu tangan.

Membebaskan kaum tani dari beban fiodal dan

memberikan kepada mereka sebidang tanah ga

rapan, menghapuskan sistim tuan tanah akan

menimbulkan elan revolusioner dikalangan kaum

tani serta dapat membawa mereka kedalam arus

revolusi untuk menjelesaikan tuntutan Revolusi

Agustus 1945. Dengan mendjalankan Landreform

setjara konsekwen dan menguntungkan massa

luas daripada kaum tani, Revolusi akan terus me

naik dan kemenangan Revolusi berarti diambang

pintu.

Kemudian daripada-itu oleh ketetapan M.P.R.S.

No. II/1960 dalam kata „ menimbang” antara lain

berbunji:

,,bahwa sjarat pokok untuk pembangunan tata

perekonomian Nasional adalah antara lain pem

bebasan berdjuta-djuta kaum tani dan rakjat pada

umumnja dari pengaruh kolonialisme, imperial

isme, fiodalisme dan kapitalisme dengan melak

sanakan ,,Londreform" menurut ketentuan hukum

Nasional Indonesia, seraya meletakkan dasar2

bagi industerialisasi, terutama industeri dasar

dan industeri berat jang harus diusahakan dan di

kuasai oleh Negara". Sehubungan dengan itu

maka dalam keputusannja M.P.R.S. seperti ber

ikut:
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,,Landreform sebagai bagian mutlak daripada

Revolusi Indonesia adalah basis pembangunan se

mesta jang berdasarkan prinsip, bahwa tanah

sebagai alat produksi tidak boleh didjadikan alat

penghisapan".

Kepada Jang Mulia Menteri Agraria dengan ini kami

sampaikan terima-kasih datangnja dari nurani-hati ichlas

jang tiada kundjung-habis darimana kami mendapatkan

petundjuk² dan nasehat², sehingga kami dapat mewudjud

kan penerbitan ini sebagai suatu perwudjutan kewadjiban

pertama.

Harapan kami tiada-lain semoga -hendaknja buku ini

mendapat sambutan selajaknja dari kaum-tani Indonesia

dan masjarakat Bangsa pada umumnja sehingga dengan

demikian akan dapatlah kami teruskan kewadjiban di

lapangan ini-seterusnja.

Achirnja dengan kata-pengantar ini pula kami ,,per

sembahkan buku" UNDANG2 POKOK AGRARIA DAN

LANDREFORM" keharibaan masjarakat Bangsa Indo

nesia, sebagai suatu pedoman untuk menudju masjarakat

Sosialisme Indonesia.

Djakarta, tanggal 7 Djuni 1961.

Penerbit,

Jajasan Pertanian Nasional.

RE

(E

3



I

12

P
P

.P

G&

D

31

A

MENTERI AGRARIA

REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

dari MENTERI AGRARIA.

Penerbitan buku UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA dan

LANDREFORM oleh JAJASAN PERTANIAN NASIONAL ini

kami sambut dengan gembira, tidak sadja karena penerbitan

ini akan menambah dan memperluas pengertian rakjat ten

tang maksud dan tudjuan landreform, akan tetapi djuga dan

lebih-lebih karena penerbitan ini dikeluarkan oleh suatu Badan

jang mewakili Golongan Karya Tani jang terbesar di Indonesia

ini. Dan djustru Golongan Tani itulah jang akan turut memikul

tanggung djawab setjara langsung terhadap pelaksanaan dan

penjelesaian Landreform di Indonesia. Landreform adalah untuk

Golongan Tani dan oleh karenanja maka golongan Tani tidak

boleh tinggal diam atau pasif menunggu hasil-hasilnja sadja.

Rakjat Tani jang merupakan ± 80 % dari seluruh rakjat In

donesia masih hidup pada taraf penghidupan jang rendah, jang

belum lajak.

Revolusi Bangsa Indonesia baru dapat dikatakan mentjapai

tudjuannja, djika djuga rakjat Tani tersebut bebas dari kemela

ratan dan demiskinan lahir batin serta dapat hidup tata tentrem

kerta rahardja dalam masjarakat jang adil dan makmur.

Maka tepat oleh P.J.M. Presiden Sukarno ditekankan, bahwa

Landreform adalah merupakan bagian mutlak dari Revolusi

Indonesia. Dan oleh P.J.M. Presiden pada tanggal 1 Djanuari 1961

dengan pengajunan tjangkul pembangunan jang pertama di

perintahkan agar Landreform, dilaksanakan sedjak itu djuga.

Begitupun M.P.R.S. dalam keputusannja ke-II telah menekan

kan keharusan pelaksanaan Landreform sebagai Landasan Pem

bangunan Semesta.

Adapun tudjuan Landreform di Indonesia dengan singkat

dapat disimpulkan sbb.:

1. mengadakan pembagian jang adil dan merata dan tjukup

atas sumber penghidupan rakjat Tani jang berupa tanah,

agar ada pembagian hasil jang adil pula, Usaha ini di



selenggarakan dengan mengadakan batas2 maximum dan

minimum milik tanah, dan maximum penguasaan tanah

orang lain dan dengan melaksanakan prinsip Tanah untuk

Tani.

2. mengakui Hak Milik tanah, sebagai hak jang terkuat dan

terpenuh jang berfungsi Sosial.

3. memperbaiki keadaan Sosial dan Ekonomi rakjat Tani

untuk mentjapai taraf penghidupan jang lebih tinggi dan

lajak.

4. memperkembangkan usaha rakjat jang berbentuk koperasi

pertanian dan mempertinggi produksi nasional dan Pen

dapatan Nasional.

5. mengachiri systeem2 tuan-tuan tanah dan lain² systeem

pemerasan seperti :

a. penghapusan tanah2 Partikelir ( Particuliere Lande

rijen).

b. meniadakan pemilikan tanah besar (groot-grondbezit )

jang terang merugikan kepentingan rakjat.

c. meniadakan usaha² pertanian jang bersifat monopoli,

dan mengatur perdjandjian bagi-hasil, gade, sewa

tanah dsb . jang masih mengandung unsur2 pemerasan.

d. mentjegah adanja akumulasi tanah disatu tangan di

satu pihak dan dilain pihak mendjaga agar rakjat

Tani tidak mendjerumus kearah pauperisme atau ke

miskinan jang fatal.

6. Landreform meletakkan dasar2 baru untuk mengubah

struktur ekonomi agraria mendjadi struktur ekonomi, jang

berdasarkan perkembangan industri dan agraris jang se

imbang, dan dengan demikian diletakkan djuga salah satu

sendi bagi masjarakat sosialis Indonesia.

7. Djuga Landreform disini menudju ke penggunaan tanah

jang berentjana (land-use-planning ) , sehingga dapat ditjapai

efficiency jang sebesar-besarnja. Pemborosan tanah dengan

roofbouw, menterlantarkan tanah, begitu djuga penanaman

berbagai djenis tanaman desak-mendesak jang merugikan

Negara dan kepentingan umum dapat ditjegah .

Perkebunan besar jang pada waktu jang lampau selalu

mendesak pertanian rakjat, dua-duanja dalam U.U. Pokok

Agraria diberikan tempat jang sedjadjar dan mempunjai

fungsi saling mengisi kekurangan2 dan saling memperkuat,

sehingga sebagai keseluruhan merupakan usaha jang di

integrasikan.

1
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Disampingnja itu didjamin djuga persediaan tanah un

tuk berbagai keperluan seperti untuk kepentingan Negara,

pusat2 penghidupan rakjat kota maupun desa, keperluan

ke-Agamaan dan Sosial.

Terang dengan uraian tersebut diatas djuga, bahwa Land.

reform Indonesia adalah didasarkan atas adjaran Pantja Sila,

dan sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

Landreform di Indonesia ialah pelaksanaan dari Manifesto

Politik dan Usdek dan meletakkan sendi2 bagi pembentukan

masjarakat Sosialis Indonesia jang adil dan makmur, dimana

rakjat Tani djuga bernaung dibawahnja.

Perobahan Agraria atau lebih tepat Revolusi Agraria jang

sedang bergolak dibawah naungan Manipol/Usdek dan menjertai

Revolusi Bangsa Indonesia ini perlu diketahui dan dimengerti

oleh setiap putra Indonesia, dimanapun dia berada, di kota²,

di centra² industri, di pelosok2 Tanah air kita.

Lebih², perlu di-insjafi oleh putra2 Indonesia jang bekerdja

dan berdjoang didesa-desa, disawah dan ladang2 sebagai petani2

sedjati dan dilautan sebagai Nelajan2 jang siang dan malam

menaruhkan djiwanja untuk membulatkan tekad turut menjele

saikan Revolusi Indonesia, membangun masjarakat baru jang

adil dan makmur, dimana terdjamin kebahagian hidup sekeluar

ganja.

Pokok2 persoalan Agraria tersebut akan dapat Sdr. temukan

dalam U.U. Pokok Agraria, U.U. Pembatasan Tanah Pertanian

dan lain-lain jang dimuat dalam buku ini.

Dengan ini pula kami utjapkan penghargaan kami kepada

penerbit jang dengan njata membantu usaha Pemerintah dan

rakjat Tani .

Sekian.

Djakarta, 7 Djuni 1961.

MENTERI AGRARIA,

adjam

(Mr. Sadjarwo).
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PENERBITAN CHUSUS

144

UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960

tentang

PERATURAN DASAR POKOK-POKOK

AGRARIA

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.
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UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960

tentang

PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa didalam Negara Republik Indonesia jang susunan

kehidupan rakjatnja, termasuk perekonomiannja, terutama

masih bertjorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai

karunia Tuhan Jang Maha Esa mempunja funksi jang amat

penting untuk membangun masjarakat jang adil dan makmur ;

b. bahwa hukum agraria jang masih berlaku sekarang ini

sebagian tersusun berdasarkan tudjuan dan sendi-sendi dari

pemerintah djadjahan dan sebagai dipengaruhi olehuja, hingga

bertentangan dengan kepentingan rakjat dan Negara didalam

menjelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangu

nan semesta ;

c. bahwa hukum agraria tersebut mempunjai sifat dualisme,

dengan berlakunja hukum adat disamping hukum agraria jang

didasarkan atas hukum barat ;

d. bahwa bagi rakjat asli hukum agraria pendjadjahan itu tidak

mendjamin kepastian hukum ;

Berpendapat :

a. bahwa berhubung dengan apa jang tersebut dalam per

timbangan-pertimbangan diatas perlu adanja hukum agraria

nasional, jang sederhana dan mendjamin kepastian hukum

bagi seluruh rakjat Indonesia, dengan tidak mengabaikan

unsur-unsur jang bersandar pada hukum agama ;

b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan

akan tertjapainja funksi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai

jang dimaksudkan diatas dan harus sesuai dengan kepentingan

rakjat Indonesia serta memenuhi pula keperluan menurut

permintaan zaman dalam segala soal agraria ;

C. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewudjudkan

pendjelmaan dari pada Ke-Tuhanan Jang Maha Esa,

Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial,

sebagai azas kerochanian Negara dan tjita-tjita Bangsa, seperti

jang tertjantum didalam Pembukaan Undang-undang Dasar ;

d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelak

sanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 , ke

tentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto

Politik Republik Indonesia, sebagai jang ditegaskan dalam

Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, jang mewadjibkan

Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin

penggunaannja, hingga semua tanah diseluruh wilajah ke

daulatan Bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmur

an rakjat, baik setjara perseorangan maupun setjara gotong

rojong ;
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c. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan

sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru

dalarn bentuk undang-undang, jang akan merupakan dasar

bagi penjusunan hukum agraria nasional tersebut diatas ;

Memperhatikan : Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Republik Indonesia No. I/Kpts/Sd/II/60 tentang Perombakan

Hak Tanah dan penggunaan Tanah ;

Mengingat :

a. Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 ;

b. Pasal 33 Undang-undang Dasar ;

c. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 ( L.N. 1960 - 10) tentang

Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17

Agustus 1959 sebagai Garis-garis besar dari pada haluan

Negara dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 ;

d. Pasal 5 jo 20 Undang-undang Dasar ;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong

Rojong.

Dengan mentjabut :

1. ,,Agrarische Wet" ( S. 1870-55 ) , sebagai jang termuat dalam

pasal 51 ,,Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië

(S. 1925-447) dan ketentuan dalam ajat-ajat lainnja dari pasal

itu ;

Memutuskan :

2. a. „ Domeinverklaring” tersebut dalam pasal 1 „Agrarisch

Besluit" (S. 1870-118 ) ;

b. ,,Algemene Domeinverklaring" tersebut dalam S. 1875-119a ;

c. ,,Domeinverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1

dari S. 1874-94f ;

d. ,,Domeinverklaring untuk keresidenan Menado" tersebut

dalam pasal 1 dari S. 1877-55 ;

e. ,,Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosteraf

deling van Borneo" tersebut dalam pasal 1 dari S. 888-58 ;

3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 ( S. 1872-117 )

dan peraturan pelaksanaannja;

4. Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia

sepandjang jang mengenai bumi, air serta kekajaan alam jang

terkandung didalamnja, ketjuali ketentuan-ketentuan menge.

nai hypotheek jang masih berlaku pada mulai berlakunja

undang-undang ini ;

Menetapkan :

Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

ASAR

ਫ
ਰ
ੂ
ਟ

ਤ
ਚੇ

ਫ
ਸ

SE

uh ra

SE

jang

គឺ

na

31. H

ang

gan

4. D

sik pu

"B÷

5. D

un la

1. Ja

dan

JA

ang D

ai

4. E

ini

menga

Tersebu

menenMULL!

Tang-o

ener

Kang.

31. F

ra te

a set
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Agraria.

Pertam a

BAB I.

DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK

Pasal 1 .

(1 ) . Seluruh wilajah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari

seluruh rakjat Indonesia jang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

(2 ) . Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekajaan

alam jang terkandung didalamnja dalam wilajah Republik In

donesia, sebagai karunia Tuhan Jang Maha Esa adalah bumi,

air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan ke

kajaan nasional.

(3) . Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta

ruang angkasa termaksud dalam ajat ( 2 ) pasal ini adalah

hubungan jang bersifat abadi .

(4 ) . Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, ter

masuk pula tubuh bumi dibawahnja serta jang berada dibawah

air.

(5). Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman

maupun laut wilajah Indonesia.

(6) . Jang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas

bumi dan air tersebut, pada ajat (4 ) dan (5 ) pasal ini .

Pasal 2.

(1) . Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ajat ( 3 ) Undang

undang Dasar dan hal-hal sebagai jang dimaksud dalam pasal 1 ,

bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekajaan alam jang

terkandung didalamnja itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh

Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakjat.

(2 ) . Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ajat ( 1 )

pasal ini memberi wewenang untuk :

a. mengatur dan menjelenggarakan peruntukkan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa

tersebut ;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum jang mengenai

bumi, air dan ruang angkasa .

(3). Wewenang jang bersumber pada hak menguasai dari

Negara tersebut pada ajat ( 2 ) pasal ini digunakan untuk men

tjapai sebesar-besar kemakmuran rakjat, dalam arti kebahagiaan ,

kesedjahteraan dan kemerdekaan dalam masjarakat dan Negara

hukum Indonesia jang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
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(4) . Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaan.

nja dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan

masjarakat-masjarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan

ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3.

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2

pelaksanaan hak-ulajat dan hak-hak jang serupa itu dari masja

rakat-masjarakat hukum adat, sepandjang menurut kenjataannja

masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ke

pentingan nasional dan Negara, jang berdasarkan atas persatuan

bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-udang dan

peraturan-peraturan lain jang lebih tinggi .

Pasal 4.

(1 ) . Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai jang

dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanja bermatjam matjam

hak atas permukaan bumi, jang disebut tanah, jang dapat diberi

kan kepada dan dipunjai oleh orang-orang baik sendiri maupun

bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

(2) . Hak-hak atas tanah jang dimaksud dalam ajat ( 1 ) pasal

ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah jang ber

sangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang jang

ada diatasnja, sekedar diperlukan untuk kepentingan jang lang

sung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas

batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan

hukum lain jang lebih tinggi.

(3) . Selain hak-hak atas tanah sebagai jang dimaksud dalam

ajat ( 1 ) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang

angkasa .

Pasal 5.

Hukum agraria jang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa

ialah hukum adat, sepandjang tidak bertentangan dengan ke

pentingan nasional dan Negara, jang berdasarkan atas persatuan

bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan

peraturan jang tertjantum dalam Undang-undang ini dan dengan

peraturan perundangan lainnja, segala sesuatu dengan meng.

indahkan unsur-unsur jang bersandar pada hukum agama.

Pasal 6.

Semua hak atas tanah mempunjai funksi-sosial .

Pasal 7.

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan

dan penguasaan tanah jang melampaui batas tidak diperkenan

kan .

18



Pasal 8.

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai jang dimaksud

dalam pasal 2 diatur pengambilan kekajaan alam jang terkandung

dalam bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 9.

( 1 ). Hanja warganegara Indonesia dapat mempunjai hubu

ngan jang sepenuhnja dengan bumi, air dan ruang angkasa,

dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.

( 2 ) . Tiap -tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun

wanita mempunjai kesempatan jang sama untuk memperoleh

sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan

hasilnja, baik bagi diri sendiri maupun keluarganja.

Pasal 10.

( 1) . Setiap orang dan badan hukum jang mempunjai sesuatu

hak atas tanah pertanian pada azasnja diwadjibkan mengerdja

kan atau mengusahakannja sendiri setjara aktif, dengan men

tjegah tjara-tjara pemerasan .

(2 ) . Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ajat ( 1 ) pasal

ini akan diatur lebih landjut dengan peraturan perundangan.

(3). Pengetjualian terhadap azas tersebut pada ajat ( 1 ) pasal

ini diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 11.

(1 ) . Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum,

dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang

jang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar

tertjapai tudjuan jang disebut dalam pasal 2 ajat (3 ) dan di

tjegah penguasaan atas kehidupan dan pekerdjaan orang lain

jang melampaui batas.

(2 ) . Perbedaan dalam keadaan masjarakat dan keperluan

hukum golongan rakjat dimana perlu dan tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan mendjamin

perlindungan terhadap kepentingan golongan jang ekonomis

lemah.

Pasal 12.

(1) . Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasar

kan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasio

nal, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-rojong

lainnja.

(2 ). Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menje

lenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria .
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Pasal 13

(1 ). Pemerintah berusaha agar supaja usaha-usaha dalam

lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan

produksi dan kemakmuran rakjat sebagai jang dimaksud dalam

pasal 2 ( ajat (3 ) serta mendjamin bagi setiap warganegara Indo

nesia deradjat hidup jang sesuai dengan martabat manusia, baik

bagi diri sendiri maupun keluarganja.

(2 ). Pemerintah mentjegah adanja usaha-usaha dalam lapang

an agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan jang ber

sifat monopoli swasta.

(3). Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria jang

bersifat monopoli hanja dapat diselenggarakan dengan undang

undang.

(4). Pemerintah berusaha untuk memadjukan kepastian dan

djaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha

dilapangan agraria.

Pasal 14.

(1 ) . Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2

ajat (2) dan ( 3 ) , pasal 9 ajat ( 2 ) serta pasal 10 ajat ( 1 ) dan (2)

Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu

rentjana umum mengenai persediaan, peruntukan dan pengguna

naan bumi, air dan ruang angkasa serta kekajaan alam jang

terkandung didalamnja:

a. untuk keperluan Negara ;

b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan sutji

lainnja, sesuai dengan dasar Ke-Tuhanan Jang Maha Esa ;

c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masjarakat, sosial,

kebudajaan dan lain-lain kesedjahteraan ;

d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian,

peternakan dan perikanan serta sedjalan dengan itu ;

e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi

dan pertambangan.

(2 ). Berdasarkan rentjana umum tersebut pada ajat (1 ) pasal

ini dan mengingat peraturan-peraturan jang bersangkutan, Pe

merintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan peng

gunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnja, sesuai

dengan keadaan daerah masing-masing.

(3) . Peraturan Pemerintah Daerah jang dimaksud dalam

ajat (2 ) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, menge

nai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari

Gubernur/Kepala Daerah jang bersangkutan dan Daerah Ting

kat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah jang bersangkutan.

Pasal 15.

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannja serta

mentjegah kerusakannja adalah kewadjiban tiap-tiap orang,

badan hukum atau instansi jang mempunjai hubungan-hukum

dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak jang ekonomis

lemah.
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BAB II.

HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA

SERTA PENDAFTARAN TANAH

Bagian I: Ketentuan-ketentuan umum.

Pasal 16.

( 1 ) . Hak-hak atas tanah sebagai jang dimaksud dalam pasal 4

ajat ( 1 ) ialah :

a. hak milik,

b . hak guna-usaha,

c. hak guna-bangunan,

d. hak pakai,

e. hak sewa,

f. hak membuka tanah,

g. hak memungut-hasil hutan,

h. hak-hak lain jang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut

diatas jang akan ditetapkan dengan undang-undang serta

hak-hak jang sifatnja sementara sebagai jang disebutkan

dalam pasal 53.

(2 ). Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai jang di

maksud dalam pasal 4 ajat ( 3) ialah :

a hak guna-air,

b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,

c. hak guna-ruang-angkasa.

Pasal 17.

(1) . Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk

mentjapai tudjuan jang dimaksud dalam pasal 2 ajat (3 ) diatur

luas maksimum dan/atau minimum tanah jang boleh di

punjai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu

keluarga atau badan hukum .

(2). Penetapan batas maksimum termaksud dalam ajat ( 1 )

pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam

waktu jang singkat .

(3 ) . Tanah-tanah jang merupakan kelebihan dari batas mak

simum termaksud dalam ajat ( 2 ) pasal ini diambil oleh Peme.

rintah dengan ganti-kerugian, untuk selandjutnja dibagikan

kepada rakjat jang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah.

(4 ) . Tertjapainja batas minimum termaksud dalam ajat ( 1 )

pasal ini, jang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan,

dilaksanakan setjara berangsur-angsur.
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Pasal 18.

Untuk kepentingan umum , termasuk kepentingan bangsa dan

Negara serta kepentingan bersama dari rakjat, hak-hak atas

tanah dapat ditjabut, dengan memberi ganti kerugian jang lajak

dan menurut tjara jang diatur dengan undang-undang.

Bagian II : Pendaftaran Tanah.

Pasal 19.

(1 ) . Untuk mendjamin kepastian hukum oleh Pemerintah

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilajah Republik Indo

nesia menurut ketentuan-ketentuan jang diatur dengan Peraturan

Pemerintah .

(2 ). Pendaftaran tersebut dalam ajat ( 1 ) pasal ini meliputi :

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak

tersebut ;

c. pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, jang berlaku sebagai

alat pembuktian jang kuat.

(3) . Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat

keadaan Negara dan masjarakat, keperluan lalu-lintas sosial

ekonomi serta kemungkinan penjelenggaraannja, menurut per

timbangan Menteri Agraria.

(4 ) . Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaja-biaja jang

bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ajat ( 1 ) di

atas, dengan ketentuan bahwa rakjat jang tidak mampu dibebas

kan dari pembajaran biaja-biaja tersebut.

Bagian III : Hak milik

Pasal 20.

(1). Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan ter

penuh jang dapat dipunjai orang atas tanah, dengan mengingat

ketentuan dalam pasal 6.

(2 ). Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak

lain

Pasal 21.

( 1 ) . Hanja warganegara Indonesia dapat mempunjai hak

milik.

(2 ) . Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum jang

dapat mempunjai hak milik dan sjarat-sjaratnja.

(3) . Orang asing jang sesudah berlakunja Undang-undang ini

memperoleh hak milik karena pewarisan-tanpa wasiat atau per
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tjampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara

Indonesia jang mempunjai hak milik dan setelah berlakunja

undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannja wadjib me.

lepaskan hak itu didalam djangka waktu satu tahun sedjak

diperolehnja hak tersebut atau hilanganja kewarganegaraan itu.

Djika sesudah djangka waktu tersebut lampau hak milik itu

dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanah

nja djatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak

lain jang membebaninja tetap berlangsung.

(4 ) . Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesia

nja mempunjai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat

mempunjai tanah dengan hak milik dan baginja berlaku ketentu

an dalam ajat (3 ) pasal ini .

Pasal 22.

(1 ) . Terdjadinja hak milik menurut hukum adat diatur de

ngan Peraturan Pemerintah.

(2 ) . Selain menurut tjara sebagai jang dimaksud dalam ajat

( 1 ) pasal ini hak milik terdjadi karena :

a. per.etapan Pemerintah , menurut tjara dan sjarat-sjarat jang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

b. ketentuan undang-undang.

Pasal 23.

(1 ). Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnja dan

pembebanannja dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut

ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 19.

(2 ) . Pendaftaran termaksud dalam ajat ( 1 ) merupakan alat

pembuktian jang kuat mengenai hapusnja hak milik serta sahnja

peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 24.

Fenggunaan tanah-milik oleh bukan pemiliknja dibatasi dan

diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 25.

Hak milik dapat didjadikan djaminan hutang dengan dibebani

hak tanggungan.

Pasal 26.

(1). Djual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan

wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain

jang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta peng

awasannja diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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(2) . Setiap djual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian

dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain jang dimaksudkan

untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik

kepada orang asing, kepada seorang warganegara jang disamping

kewarganegaraan Indonesianja mempunjai kewarganegaraan

asing atau kepada suatu badan hukum, ketjuali jang ditetapkan

oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ajat ( 2 ) , aḍalah batal

karena hukum dan tanahnja djatuh kepada Negara, dengan ke

tentuan, bahwa hak-hak pihak lain jang membebaninja tetap

berlangsung serta semua pembajaran jang telah diterima oleh

pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Pasal 27.

Hak milik hapus bila:

a. tanahnja djatuh kepada Negara :

1. karena pentjabutan hak berdasarkan pasal 18 ;

2. karena penjerahan dengan sukarela oleh pemiliknja ;

3. karena diterlantarkan ;

4. karena ketentuan pasal 21 ajat ( 3 ) dan 26 ajat (2 ) .

b. tanahnja musnah.

Bagian IV: Hak gura-usaha

Pasal 28.

(1) . Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah

jang dikuasai langsung oleh Negara, dalam djangka waktu se

bagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian,

perikanan atau peternakan.

(2 ) . Hak guna- usaha diberikan atas tanah jang luasnja paling

sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa djika luasnja 25 hektar

atau lebih harus memakai investasi modal jang lajak dan tehnik

perusahaan jang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

(3 ) . Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada

pihak lain .

Pasal 29.

(1) . Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama

25 tahun.

(2 ) . Untuk perusahaan jang memerlukan waktu jang lebih

lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama

35 tahun.

(3) . Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan

perusahaannja djangka waktu jang dimaksud dalam ajat ( 1 )

dan ( 2 ) pasal ini dapat diperpandjang dengan waktu paling lama

25 tahun.

Pasal 30 .

(1 ) . Jang dapat mempunjai hak guna-usaha ialah :

a. warganegara Indonesia ;

b. badan-hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.

¦
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(2) . Orang atau badan hukum jang mempunjai hak guna

usaha dan tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat sebagai jang tersebut

dalam ajat ( 1 ) pasal ini dalam djangka waktu satu tahun wadjib

melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain jang

memenuhi sjarat. Ketentuan ini berlaku djuga terhadap pihak

jang memperoleh hak guna-usaha, djika ia tidak memenuhi sjarat

tersebut.

Djika hak guna-usaha jang bersangkutan tidak dilepaskan

atau dialihkan dalam djangka waktu tersebut maka hak itu

hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak

lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan jang ditetap

kan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31.

Hak gua-usaha terdjadi karena penetapan Pemerintah .

Pasal 32.

(1) . Hak guna-usaha, termasuk sjarat-sjarat pemberiannja,

demikian djuga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut,

harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan jang dimaksud

dalam pasal 19 .

(2 ) . Pendaftaran termaksud dalam ajat ( 1 ) merupakan alat

pembuktian jang kuat mengenai peralihan serta hapusnja hak

guna-usaha, ketjuali dalam hal hak itu hapus karena djangka

waktunja berachir.

Pasal 33.

Hak guna-usaha dapat didjadikan djaminan hutang dengan

dibebani hak tanggungan .

Pasal 34.

Hak guna-usaha hapus karena:

a. djangka waktunja berachir ;

b. dihentikan sebelum djangka waktunja berachir karena sesuatu

sjarat tidak dipenuhi ;

c. dilepaskan oleh pemegang haknja sebelum djangka waktunja

berachir.

d. ditjabut untuk kepentingan umum ;

e. diterlantarkan ;

f. tanahnja musnah ;

g. ketentuan dalam pasal 30 ajat (2 ) .

Bagian V: Hak guna-bangunan.

Pasal 35 .

( 1 ) . Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan

mempunjai bangunan-bangunan atas tanah jang bukan miliknja

sendiri, dengan djangka waktu paling lama 30 tahun.
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(2 ) . Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat

keperluan serta keadaan bangunan-bangunannja, djangka waktu

tersebut dalam ajat ( 1 ) dapat diperpandjang dengan waktu

paling lama 20 tahun.

(3). Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada

pihak lain.

Pasal 36.

( 1 ). Jang dapat mempunjai hak guna-bangunan ialah :

a. warganegara Indonesia ;

b. badan hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.

(2 ) . Orang atau badan hukum jang mempunjai hak guna

bangunan dan tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat jang tersebut

dalam ajat ( 1 ) pasal ini dalam djangka waktu 1 tahun wadjib

melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain jang

memenuhi sjarat. Ketentuan ini berlaku djuga terhadap pihak

jang memperoleh hak guna-bangunan, djika ia tidak memenuhi

sjarat-sjarat tersebut.

Djika hak guna-bangunan jang bersangkutan tidak dilepaskan

atau dialihkan dalam djangka waktu tersebut, maka hak itu

hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak

lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan jang dite.

tapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37.

Hak guna-bangunan terdjadi :

a. mengenai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara : karena

penetapan Pemerintah ;

b. mengenai tanah milik : karena perdjandjian jang berbentuk

otentik antara pemilik tanah jang bersangkutan dengan pihak

jang akan memperoleh hak guna-bangunan itu, jang bermak

sud menimbulkan hak tersebut .

Pasal 38.

(1 ) . Hak guna-bangunan, termasuk sjarat-sjarat pemberian

nja, demikian djuga setiap peralihan dan hapusnja hak tersebut

harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan jang dimaksud

dalam pasal 19 .

(2 ) . Pendaftaran termaksud dalam ajat (1 ) merupakan alat

pembuktian jang kuat mengenai hapusnja hak guna-bangunan

serta sahnja peralihan hak tersebut, ketjuali dalam hal hak itu

hapus karena djangka waktunja berachir .

Pasal 39.

Hak guna-bangunan dapat didjadikan djaminan hutang dengan

dibebani nak tanggungan .
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b. dihentikan sebelum djangka waktunja berachir karena se

suatu sjarat tidak dipenuhi ;

Pasal 40.

Hak guna-bangunan hapus karena :

djangka waktunja berachir ;

d. ditjabut untuk kepentingan umum;

e. diterlantarkan ;

f.

dilepaskan oleh pemegang haknja sebelum djangka waktunja

berachir ;

tanahnja musnah ;

g. ketentuan dalam pasal 36 ajat (2 ) .

Bagian VI : Hak pakai.

Pasal 41.

(1). Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau

memungut hasil dari tanah jang dikuasai langsung oleh Negara

atau tanah-milik orang lain, jang memberi wewenang dan ke

wacjiban jang ditentukan dalam keputusan pemberiannja oleh

pendjabat jang berwenang memberikannja atau dalam perdjan.

djian dengan pemilik tanahnja, jang bukan perdjandjian sewa

menjewa atau perdjandjian pengolahan tanah, segala sesuatu

asal tidak bertentangan dengan djiwa dan ketentuan-ketentuan

Undang-undang ini.

(2 ) . Hak pakai dapat diberikan:

а selama djangka waktu jang tertentu atau selama tanahnja di

pergunakan untuk keperluan jang tertentu ;

b. dengan tjuma-tjuma, dengan pembajaran atau pemberian

djasa berupa apapun.

გ .

b.

с

(3 ) . Pemberian hak-pakai tidak boleh disertai sjarat-sjarat

jang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 42.

Jang dapat mempunjai hak pakai ialah :

warganegara Indonesia ;

orang asing jang berkedudukan di Indonesia ;

badan-hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia ;

d. badan hukum asing jang mempunjai perwakilan di Indonesia.

Pasal 43.

(1 ) . Sepandjang mengenai tanah jang dikuasai langsung oleh

Negara maka hak pakai hanja dapat dialihkan kepada pihak

lain dengan izin pendjabat jang berwenang.

(2) . Hak pakai atas tanah milik hanja dapat dialihkan kepada

pihak lain, djika hal itu dimungkinkan dalam perdjandjian jang

bersangkutan.
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Bagian VII: Hak sewa untuk bangunan.

Pasal 44.

(1 ). Seseorang atau suatu badan-hukum mempunjai hàk

sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik

orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membajar kepada

pemiliknja sedjumlah uang sebagai sewa.

(2 ) . Pembajaran uang sewa dapat dilakukan :

a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu ;

b sebelum atau sesudah tanahnja dipergunakan .

(3) . Perdjandjian sewa tanah jang dimaksudkan dalam pasal

ini tidak boleh disertai sjarat-sjarat jang mengandung unsur

unsur pemerasan.

Pasal 45.

Jang dapat mendjadi pemegang hak sewa ialah :

a. warganegara Indonesia ;

b. orang asing jang berkedudukan di Indonesia ;

c badan-hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia ;

d badan hukum asing jang mempunjai perwakilan di Indonesia .

Bagian VIII : Hak membuka-tanah dan memungut

hasil hutan.

Pasal 46 .

(1) . Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan hanja

dapat dipunjai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

(2 ) . Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan se

tjara sah tidak dengan sendirinja diperoleh hak milik atas tanah

itu.

Bagian IX: Hak guna-air, pemeliharaan dan

penangkapan ikan.

Pasal 47.

(1) . Hak guna-air ialah hak memperoleh air untuk keperluan

tertentu dan/atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain.

(2). Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan

diatur dengan Peraturan Pemerintah .
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Bagian X: Hak guna-ruang-angkasa.

Pasal 48.

(1) . Hak guna-ruang-angkasa memberi wewenang untuk mem

pergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna

usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan

bumi, air serta kekajaan alam jang terkandung didalamnja dan

hal-hal lainnja jang bersangkutan dengan itu .

(2) . Hak guna-ruang-angkasa diatur dengan Peraturan Pe

merintah.

Bagian XI: Hak-hak tanah untuk keperluan sutji

dan sosial.

Pasal 49.

( 1 ) . Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial se

pandjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan

dan sosial, diakui dan dilindungi . Badan-badan tersebut didjamin

pula akan memperoleh tanah jang tjukup untuk bangunan dan

usahanja dalam bidang keagamaan dan sosial.

(2). Untuk keperluan peribadatan dan keperluan sutji lainnja

sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah jang

dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.

(3 ) . Perwakafan tanah-milik dilindungi dan diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Bagian XII : Ketentuan-ketentuan lain.

Pasal 50.

(2). Ketentuan-ketentuan lebih landjut mengenai hak guna

usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk

bangunan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 51.

Hak tanggungan jang dapat dibebankan pada hak milik, hak

guna-usaha dan hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 25, 33

dan 39 diatur dengan undang-undang.

BAB III.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 52.

(1) . Barang siapa dengan sengadja melanggar ketentuan

dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama

lamanja 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginja Rp . 10.000,-- .
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(2). Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan jang

dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ajat ( 1 ) , 46, 47, 48, 49

ajat ( 3) dan 50 ajat (2) dapat memberikan antjaman pidana

atas pelanggaran peraturannja dengan hukuman kurungan

selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginja

Rp. 10.000,-.

(3). Tindak-pidana dalam ajat ( 1 ) dan (2 ) pasal ini adalah

pelanggaran.

BAB IV.

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 53.

(1 ). Hak-hak jang sifatnja sementara sebagai jang dimaksud

dalam pasal 16 ajat ( 1 ) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha

bagi-hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur

untuk membatasi sifat-sifatnja jang bertentangan dengan Un

dang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnja

didalam waktu jang singkat.

(2). Ketentuan dalam pasal 52 ajat (2 ) dan ( 3 ) berlaku

terhadap peraturan-peraturan jang dimaksud dalam ajat ( 1 )

pasal ini .

Pasal 54.

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan

26, maka djika seseorang jang disamping kewarganegaraan In

donesia-nja mempunjai kewarganegaraan Republik Rakjat Tiong

kok, telah menjatakan menolak kewarganegaraan Republik Rak

jat Tiongkok itu jang disahkan menurut peraturan perundangan

jang bersangkutan, ia dianggap hanja berkewarganegaraan In

donesia sadja menurut pasal 21 ajat (1) .

Pasal 55.

(1 ) . Hak-hak asing jang menurut ketentuan konversi pasal I ,

II, III, IV dan V didjadikan hak guna-usaha dan hak guna

bangunan hanja berlaku untuk sementara selama sisa waktu

hak-hak tersebut, dengan djangka waktu paling lama 20 tahun.

(2 ). Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanja terbuka

kemungkinannja untuk diberikan kepada badan-badan hukum

jang untuk sebagian atau seluruhnja bermodal asing , djika hal

itu diperlukan oleh undang-undang jang mengatur pembangunan

rasional semesta berentjana.

Pasal 56.

Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut

dalam pasal 50 ajat ( 1 ) belum terbentuk, maka jang berlaku

adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan

peraturan lainnja mengenai hak-hak atas tanah jang memberi

wewenang sebagaimana atau mirip dengan jang dimaksud dalam

pasal 20, sepandjang tidak bertentangan dengan djiwa dan ke

tentuan-ketentuan Undang-undang ini .
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Pasal 57.

Selama undang-undang mengenai hak-tanggungan tersebut da

lam pasal 51 belum terbentuk, maka jang berlaku ialah ketentu

an-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut

dalam S. 1908-542 sebagai jang telah diubah dengan S. 1937-190.

Pasal 58.

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini

belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik jang tertulis

maupun jang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekajaan

alam jang terkandung didalamnja dan hak-hak atas tanah, jang

ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini, tetap berlaku

sepandjang tidak bertentangan dengan djiwa dari ketentuan

ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran jang

sesuai dengan itu.

Kedua

KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI.

Pasal 1.

(1) . Hak eigendom atas tanah jang ada pada mulai berlaku

nja Undang-undang ini sedjak saat tersebut mendjadi hak milik,

ketjuali djika jang mempunjainja tidak memenuhi sjarat sebagai

jang tersebut dalam pasal 21 .

(2 ) . Hak eigendom kepunjaan Pemerintah Negara Asing, jang

dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakil

an dan gedung kedutaan, sedjak mulai berlakunja Undang

undang ini mendjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ajat ( 1 ) ,

jang akan berlangsung selama tanahnja dipergunakan untuk ke

perluan tersebut diatas.

(3) . Hak eigendom kepunjaan orang asing, seorang warga.

regara jang disamping kewarganegaraan Indonesianja mem

punjai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, jang

tidak ditundjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21

ajat (2 ) sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini mendjadi

hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ajat ( 1 ) dengan

djangka waktu 20 tahun.

(4 ) . Djika hak eigendom tersebut dalam ajat ( 1 ) pasal ini

dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hak opstal

dan hak erfpacht itu sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini

mendjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ajat ( 1 ),

jang membebani hak milik jang bersangkutan selama sisa waktu

hak opstal atau hak erfpacht tersebut diatas, tetapi selama

lamanja 20 tahun.
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(5 ) . Djika hak eigendom tersebut dalam ajat ( 3 ) pasal ini

dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan

antara jang mempunjai hak eigendom tersebut dan pemegang

hak-hak opstal atau hak erfpacht selandjutnja diselesaikan me

nurut pedoman jang ditetapkan oleh Menteri Agraria .

(6 ) . Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak

hak lain jang membebani hak eigendom tetap membebani hak

milik dan hak guna-bangunan tersebut dalam ajat ( 1 ) dan (3)

pasal ini, sedang hak-hak tersebut mendjadi suatu hak menurut

Undang-undang ini .

Pasal 2.

(1) . Hak-hak atas tanah jang memberi wewenang sebagai.

mana atau mirip dengan hak jang dimaksud dalam pasal 20

ajat (1 ) seperti jang disebut dengan nama sebagai dibawah,

jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini, jaitu : hak

agrarisch eigendom, milik, jasan, andarbeni , hak atas druwe, hak

atas druwe desa, pesini, grand Sultan, landerijenbezitrecht, altijd.

durende erfpacht, hak-usaha atas bekas tanah partikelir dan

hak-hak lain dengan nama apapun djuga jang akan ditegaskan

lebih landjut oleh Menteri Agraria, sedjak mulai berlakunja

Undang-undang ini mendjadi hak milik tersebut dalam pasal 20

ajat (1 ) , ketjuali djika jang mempunjainja tidak memenuhi sja

rat sebagai jang tersebut dalam pasal 21 .

(2 ) . Hak-hak tersebut dalam ajat ( 1 ) kepunjaan orang asing,

warganegara jang disamping kewarganegaraan Indonesianja

mempunjai kewarganegaraan asing dan badan hukum jang tidak

ditundjuk oleh Pemerintah sebagai jang dimaksud dalam pasal 21

ajat (2) mendjadi hak guna-usaha atau hak guna-bangunan sesuai

dengan peruntukkan tanahnja, sebagai jang akan ditegaskan

lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 3.

( 1 ) . Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, jang ada

pada mulai berlakunja Undang-undang ini, sedjak saat tersebut

mendjadi hak guna-usaha tersebut dalam pasal 28 ajat ( 1 ) jang

akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi

selama-lamanja 20 tahun.

(2) . Hak erfpacht untuk pertanian ketjil jang ada pada mulai

berlakunja Undang-undang ini , sedjak saat tersebut hapus dan

selandjutnja diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan jang di

adakan cieh Menteri Agraria .

Pasal 4.

(1). Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun

besar dalam ajangka waktu satu sedjak mulai berlakunja Un

dang-undang ini harus mengadjukan permintaan kepada Menteri

Agraria agar haknja diubah mendjadi hak guna-usaha.
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(2 ) . Djika sesudah djangka waktu tersebut lampau perminta

an itu tidak diadjukan, maka concessie dan sewa jang bersangku

tan berlangsung terus selama sisa waktunja, tetapi paling lama

lima tahun dan sesudah itu berachir dengan sendirinja.

(3 ) . Djika pemegang concessie atau sewa mengadjukan per

mintaan termaksud dalam ajat (1 ) pasal ini tetapi tidak bersedia

menerima sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Menteri Agraria,

maka concessie atau sewa itu berlangsung terus selama sisa

waktunja, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berachir

dengan sendirinja.

Pasal 5.

Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, jang ada pada

mulai berlaku Undang-undang ini, sedjak saat tersebut mendjadi

hak-guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ajat ( 1 ) jang ber

langsung selama sisa waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut,

tetapi selama-lamanja 20 tahun.

Pasal 6.

Hak-hak atas tanah jang memberi wewenang sebagaimana

atau mirip dengan hak jang dimaksud dalam pasal 41 ajat ( 1 )

seperti jang disebut dengan nama sebagai dibawah, jang ada

pada mulai berlakunja Undang-undang ini, jaitu : hak vrucht

gebruik, gebruik, grand controleur, bruikleen, ganggam bauntuik,

anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan

nama apapun djuga, jang akan ditegaskan lebih landjut oleh

Menteri Agraria, sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini

mendjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ajat ( 1 ) jang mem

beri wewenang dan kewadjiban sebagaimana jang dipunjai oleh

pemegang haknja pada mulai berlakunja Undang-undang ini,

sepandjang tidak bertentangan dengan djiwa dan ketentuan.

ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 7.

(1 ). Hak gogolan, pekulen atau sanggan jang bersifat tetap

jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini mendjadi

hak milik tersebut pada pasal 20 ajat ( 1 ) .

(2 ) . Hak gogolan, pekulen atau sanggan jang tidak bersifat

tetap mendjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ajat (1 ) jang

memberi wewenang dan kewadjiban sebagai jang dipunjai oleh

pemegang haknja pada mulai berlakunja undang-undang ini.

(3 ) . Djika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan,

pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Men

teri Agrarialah jang memutuskan.

Pasal 8.

( 1 ). Terhadap hak guna-bangunan tersebut pada pasal 1 ajat

(3 ) dan (4) , pasal II ajat (2 ) dan pasal V berlaku ketentuan

daiam pasal 36 ajat ( 2 ) .
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(2). Terhadap hak guna usaha tersebut pada pasal II ajat (2 ) ,

pasal III ajat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal IV ajat ( 1 ) berlaku ketentuan

dalam pasal 30 ajat ( 2 ) .

Pasal 9.

Hal-hal jang perlu untuk menjelenggarakan ketentuan-keten

tuan dalam pasal-pasal diatas diatur lebih landjut oleh Menteri

Agraria.

Ketiga

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menjelenggara

kan perombakan hukum agraria menurut undang-undang ini akan

diatur tersendiri.

A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swa

pradja atau bekas-swapradja jang masih ada pada waktu mulai

berlakunja Undang-undang ini hapus dan beralih kepada

Negara.

Keempat

B Hal-hal jang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A

diatas diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kelima

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agra

ria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintah

kan penggunaan undang-undang ini dengan penempatan dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.
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A.

MEMORI PENDJELASAN

atas

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG POKOK

AGRARIA

C

Pendjelasan Umum:

I. Tudjuan Undang-undang Pokok Agraria.

I Didalam Negara Republik Indonesia, jang susunan kehidupan

rakjatnja, termasuk perekonomiannja, terutama masih bertjorak

agraris, buini, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Jang

Maha Esa mempunjai funksi jang amat penting untuk mem

· bangun masjarakat jang adil dan makmur sebagai jang kita tjita

tjitakan. Dalam pada itu hukum Agraria jang berlaku sekarang

ini, jang seharusnja merupakan salah satu alat jang penting

untuk membangun masjarakat jang adil dan makmur tersebut,

ternjata bahkan sebaliknja, dalam banjak hal djustru merupakan

penghambat dari pada tertjapainja tjita-tjita diatas. Hal itu dise

babkan terutama :

a. Karena hukum agraria jang berlaku sekarang ini sebagian

tersusun berdasarkan tudjuan dan sendi-sendi dari pemerintah

djadjahan, dan sebagian lainnja lagi dipengaruhi olehnja, hing

ga bertentangan dengan kepentingan rakjat dan Negara dida

lam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka

menjelesaikan revolusi nasional sekarang ini ;

b. Karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintah djɛdja

han itu hukum agraria tersebut mempunjai sifat dualisme,

jaitu dengan berlakunja peraturan-peraturan dari hukum adat

disamping peraturan-peraturan dari dan jang didasarkan atas

hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai mas’alah

antar-golongan jang serba sulit, djuga tidak sesuai dengan

tjita-tjita persatuan Bangsa ;

Karena bagi rakjat asli hukum agraria pendjadjahan itu

tidak mendjamin kepastian hukum.

Berhubung dengan itu maka perlu adanja hukum agraria baru

jang nasional, jang akan mengganti hukum jang berlaku sekarang

ini, jang tidak lagi bersifat dualisme, jang sederhana dan jang

mendjamin kepastian hukum bagi seluruh rakjat Indonesia.

Hukum agraria jang baru itu harus memberi kemungkinan

akan tertjapainja funksi bumi, air dan ruang angkasa sebagai

jang dimaksudkan diatas dan harus sesuai pula dengan kepenti

ngan rakjat dan Negara serta memenuhi keperluannja menurut

permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum

agraria nasional harus mewudjudkan pendjelmaan dari pada āzas

kerochanian Negara dan tjita--tjita Bangsa, jaitu ke Tuhanan Jang
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Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadi- da

lan Sosial serta chususnja harus merupakan pelaksanaan dari

pada ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Garis

garis besar dari pada haluan Negara jang tertjantum didalam

Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959

dan ditegaskan didalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.

Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum jang baru

tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknja perlu sa

disusun didalam bentuk Undang-undang, jang. akan merupakan

dasar bagi penjusunan peraturan-peraturan lainnja.

1

Sungguhpun undang-undang itu formil tiada bedanja dengan

undang-undang lainnja jaitu suatu peraturan jang dibuat oleh

Pemerintah dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat

tetapi mengingat akan sifatnja sebagai peraturan dasar bagi

hukum agraria jang baru, maka jang dimuat didalamnja hanja

lah azas-azas serta soal-soal dalam garis besarnja sadja dan oleh

karenanja disebut Undang-Undang Pokok Agraria.

―――――――

Adapun pelaksanaannja akan diatur didalam berbagai undang

undang, peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan lain

nja.

Demikianlah maka pada pokoknja tudjuan Undang-undang

Pokok Agraria ialah :

b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan ke

sederhanaan dalam hukum pertanahan ;

21

с

a. meletakkan dasar-dasar bagi penjusunan hukum agraria nasio

nal, jang akan merupakan alat untuk membawakan kemak

muran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakjat, da

terutama rakjat tani, dalam rangka masjarakat jang adil dan zal

makmur ;
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Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam

wilajah Republik Indonesia jang kemerdekaannja diperdjuang

kan oleh bangsa sebagai keseluruhan, mendjadi hak pula dari

bangsa Indonesia, djadi tidak semata-mata mendjadi hak dari

para pemiliknja sadja. Demikian pula tanah-tanah didaerah

לוס

axam

meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum ş

mengenai hak-hak atas tanah bagi rakjat seluruhnja. Ig

II. Dasar-dasar dari hukum agraria nasional.

(1 ) . Pertama-tama dasar kenasionalan itu diletakkan dalam

pasal i ajat (1 ) , jang menjatakan, bahwa : „ Seluruh wilajah

Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakjat Indo

nesia, jang bersatu sebagai bangsa Indonesia” dan pasal 1 ajat (2 )

jang berbunji bahwa: „ Seluruh bumi, air dan ruang angkasa,

termasuk kekajaan alam jang terkandung didalamnja dalam

wilajah Republik Indonesia sebagaimana karunia Tuhan Jang

Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia

dan merupakan kekajaan nasional”.

2

B
.
B
.
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erah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata mendjadi hak rakjat

sli dari daerah atau pulau jang bersangkutan sadja. Dengan

engertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan

umi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan sematjam

ubungan hak ulajat jang diangkat pada tingkatan jang mengenai

eluruh wilajah Negara.

Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang

ngkasa Indonesia itu adalah hubungan jang bersifat abadi

pasai 1 ajat (3 ) ] . Ini berarti bahwa selama rakjat Indonesia

ang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama

umi, air serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula,

alam keadaan jang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasan

ang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan ter

ebut. Dengan demikian maka biarpun sekarang ini daerah Irian

Barat, jang merupakan bagian dari bumi, air dan ruang angkasa

Indonesia berada dibawah kekuasaan pendjadjah, atas dasar

etentuan pasal ini bagian tersebut menurut hukum tetap me

upakan bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia djuga.

Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang

angkasa tersebut diatas tidak berarti bahwa hak milik per

seorangan atas (sebagian dari ) bumi tidak dimungkinkan lagi .

Diatas telah dikemukakan, bahwa hubungan itu adalah sematjam

hubungan hak ulajat, djadi bukan berarti hubungan milik. Dalam

rangka hak ulajat dikenal adanja hak milik perseorangan. Kira

nja dapat ditegaskan bahwa dalam hukum agraria jang baru

dikenal pula hak milik jang dapat dipunjai seseorang, baik

sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain atas

bagian dari bumi Indonesia (pasal 4 jo pasal 20) . Dalam pada

itu hanja permukaan bumi sadja, jaitu jang disebut tanah, jang

dapat dihaki oleh seseorang.

Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan

terpenuh jang dapat dipunjai orang atas tanah, diadakan pula

hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, dan

hak-hak lainnja jang akan ditetapkan dengan Undang-undang

lain (pasal 4 jo 16 ).

Bagaimana kedudukan hak-hak tersebut dalam hubungannja

dengan hak bangsa (dan Negara) itu akan diuraikan dalam

nomor 2 dibawah.

(2). „ Azas domein" jang dipergunakan sebagai dasar dari

pada perundang-undangan agraria jang berasal dari Pemerintah

djadjahan tidak dikenal dalam hubungan agraria jang baru.

Azas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum

rakjat Indonesia dan azas dari pada Negara jang merdeka dan

modern.

Berhubung dengan ini maka azas tersebut, jang dipertegas

dalam berbagai pertanjaan domein", jaitu misalnja dalam

pasal 1 Agrarisch Besluit ( S. 1870 118 ) , S. 1875-119a, S. 1874-94f,

S. 1877-55 S. 1888-58 ditinggalkan dan pernjataan-pernjataan do

mein itu ditjabut kembali.
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Undang-undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian,

bahwa untuk mentjapai apa jang ditentukan dalam pasal 33

ajat (3 ) Undang-undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula

pada tempatnja, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara ber

tindak sebagai pemilik tanah . Adalah lebih tepat djika Negara,

sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakjat (bangsa) ber

tindak selaku Badan Penguasa . Dari sudut inilah harus dilihat

arti ketentuan dalam pasal 2 ajat ( 1 ) jang menjatakan, bahwa

„ Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekajaan alam jang

terkandung didalamnja, pada tingkatan jang tertinggi dikuasai

oleh Negara". Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut diatas

perkataan ,,dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti „ dimiliki”,

akan tetapi adalah pengertian, jang memberi wewenang kepada

Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu,

untuk pada tingkatan jang tertinggi :

a. mengatur dan menjelenggarakan peruntukan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharannja ;

b. menentukan dan mengatur hak-hak jang dapat dipunjai atas

(bagian dari ) bumi, air dan ruang angkasa itu ;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum jang mengenai

bumi, air dan ruang angkasa.

Segala sesuatunja dengan tudjuan : untuk mentjapai sebesar

besar kemakmuran rakjat dalam rangka masjarakat jang adil

dan makmur (pasal 2 ajat (2 ) dan ( 3 ) .

Adapun kekuasaan Negara jang dimaksudkan itu mengenai

semua bumi, air dan ruang angkasa, djadi baik jang sudah

dihaki oleh seseorang maupun jang tidak. Kekuasaan Negara

mengenai tanah jang sudah dipunjai orang dengan sesuatu hak

dibatasi oleh isi dari hak itu, artinja sampai seberapa Negara

memberi kekuasaan kepada jang mempunjainja untuk meng.

gunakan haknja, sampai disitulah batas kekuasaan Negara ter

sebut. Adapun isi hak-hak berikut pembatasan-pembatasannja

dinjatakan dalam pasal 4 dan pasal-pasal berikutnja serta pasal

pasal dalam Bab II.

Kekuasaan Negara atas tanah jang tidak dipunjai dengan

sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnja adalah lebih luas

dan penuh. Dengan berpedoman pada tudjuan jang disebutkan

diatas Negara dapat memberikan tanah jang demikian itu kepada

seseorang atau badan-hukum dengan sesuatu hak menurut per

untukan dan keperluannja, misalnia hak milik, hak guna-usaha,

hak guna-bangunan atau hak pakai atau memberikannja dalam

pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Dja

watan atau Daerah Swatantra ) untuk dipergunakan bagi pelak

sanaan tugasnja masing-masing (pasal 2 ajat (4 ) ) . Dalam pada

itu kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau ba

njak dibatasi pula oleh hak ulajat dari kesatuan-kesatuan ma
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sjarakat hukum, sepandjang menurut kenjataannja hak ulajat

itu masih ada, hal mana akan diuraikan lebih landjut dalam

nomor 3 dibawah ini.

(3 ) . Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi

serta air dan kekuasaan Negara sebagai jang disebut dalam

pasal 1 dan 2 maka didalam pasal 3 diadakan ketentuan me

ngenai hak ulajat dari kesatuan-kesatuan masjarakat hukum,

jang dimaksud akan mendudukkan hak itu pada tempat jang

sewadjarnja didalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu

menentukan, bahwa : „ Pelaksanaan hak ulajat dan hak-hak jang

serupa itu dari masjarakat-masjarakat hukum adat, sepandjang

menurut kenjataannja masih ada, harus sedemikian rupa hingga

sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, jang berdasar

kan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan

undang-undang dan peraturan-peraturan lain jang lebih tinggi".

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan ada

nja hak ulajat itu dalam hukum-agraria jang baru. Sebagaimana

diketahui biarpun menurut kenjataannja hak ulajat itu ada dan

berlaku serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan

hakim, belum pernah hak tersebut diakui setjara resmi didalam

Undang-undang, dengan akibat bahwa didalam melaksanakan

peraturan-peraturan agraria hak ulajat itu pada zaman pendjadja

han dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutnja

hak ulajat didalam Undang-undang Pokok Agraria, jang pada

hakekatnja berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnja

hak ulajat itu akan diperhatikan, sepandjang hak tersebut me

nurut kenjataannja memang masih ada pada masjarakat hukum

jang bersangkutan. Misalnja didalam pemberian sesuatu hak atas

tanah (umpamanja hak guna-usaha ) masjarakat hukum jang

bersangkutan sebelumnja akan didengar pendapatnja dan akan

diberi ,,recognitie", jang memang ia berhak menerimanja selaku

pemegang hak ulajat itu.

Tetapi sebaliknja tidaklah dapat dibenarkan, djika berdasar

kan hak ulajat itu masjarakat hukum tersebut menghalang

halangi pemberian hak guna-usana itu, sedangkan pemberian hak

tersebut didaerah itu sungguh perlu untuk kepentingan jang

lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan djika se

suatu masjarakat hukum berdasarkan hak ulajatnja , misalnja

menolak begitu sadja dibukanja hutan setjara besar-besaran dan

teratur untuk melaksanakan projek-projek jang besar dalam

rangka pelaksanaan rentjana menambah hasil bahan makanan

dan pemindahan penduduk. Pengalaman menundjukkan pula,

bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri seringkali ter

hambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulajat . Inilah

jang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada ketentuan dari

pasal 3 tersebut diatas . Kepentingan sesuatu masjarakat hukum

harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara jang lebih

luas dan hak ulajatnja pun pelaksanaannja harus sesuai dengan

kepentingan jang lebih luas itu . Tidaklah dapat dibenarkan, djika

didalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masjarakat hukum

masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulajatnja setjara
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mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannja dengan

masjarakat masiarakat hukum dan daerah-daerah lainnja didalam

lingkungan Negara sebagai kesatuan . Sikap jang demikian terang

bertentangan dengan azas pokok jang tertjantum dalam pasal 2

dan dalam prakteknja pun akan membawa akibat terhambatnja

usaha-usaha besar untuk mentjapai kemakmuran Rakjat seluruh

nja.

Tetapi sebagaimana telah djelas dari uraian diatas, ini tidak

berarti, bahwa kepentingan masjarakat hukum jang bersangkutan

tidak akan diperhatikan sama sekali .

(4) . Dasar jang keempat diletakkan dalam pasal 6, jaitu bah

wa: „ Semua hak atas tanah mempunjai funksi sosial”.

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun jang ada pada

seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnja itu akan

dipergunakan (atau tidak dipergunakan ) semata-mata untuk

kepentingan pribadinja, apalagi kalau hal itu menimbulkan ke.

rugian bagi masjarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan

dengan keadaannja dan sifat dari pada haknja, hingga berman

faat baik bagi kesedjahteraan dan kebahagiaan jang mempunjai

nja maupun bermanfaat pula bagi masjarakat dan Negara.

Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa

kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepen

tingan umum (masjarakat ) . Undang-undang Pokok Agraria mem

perhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.

Kepentingan masjarakat dan kepentingan perseorangan harus

lah saling mengimbangi, hingga pada achirnja akan tertjapailah

tudjuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi

rakjat seluruhnja (pasal 2 ajat ( 3 ) ) .

Berhubung dengan funksi sosialnja, maka adalah suatu hal

jang sewadjarnja bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik,

agar bertambah kesuburannja serta ditjegah kerusakannja. Ke

wadjiban memelihara tanah ini tidak sadja dibebankan kepada

pemiliknja atau pemegang haknja jang bersangkutan, melainkan

mendjadi beban pula dari setiap orang, badan-hukum atau in

stansi jang mempunjai suatu hubungan hukum dengan tanah

itu (pasal 15 ) . Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhati

kan kepentingan fihak jang ekonomis lemah.

(5) . Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1

maka menurut pasal 9 jo pasal 21 ajat ( 1 ) hanja warganegara

Indonesia sadja jang dapat mempunjai hak milik atas tanah.

Hak milik tidak dapat dipunjai oleh orang asing dan pemindah

an hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ajat (2 ) .

Orang-orang asing dapat mempunjai tanah dengan hak pakai

jang luasnja terbatas . Demikian djuga pada dasarnja badan-badan

hukum tidak dapat mempunjai hak milik (pasal 21 ajat ( 2 ) ) .

Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnja ) melarang badan

badan hukum mempunjai hak milik atas tanah, ialah karena

badan-badan hukum tidak perlu mempunjai hak milik tetapi

tjukup hak-hak lainnja, asal sadja ada djaminan-djaminan jang
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tjukup bagi keperluan-keperluannja jang chusus (hak guna-usaha,

hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41 ).

Dengan demikian maka dapat ditjegah usaha-usaha jang ber

maksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas mak

simum luas tanah jang dipunjai dengan hak milik (pasal 17 ) .

h Meskipun pada dasarnja badan-badan hukum tidak dapat

mempunjai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperlu

an masjarakat jang sangat erat hubungannja dengan faham ke

agamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah

suatu ,,escape-clause" jang memungkinkan badan-badan hukum

tertentu mempunjai hak milik. Dengan adanja „,escape-clause"

ini maka tjukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik

bagi sesuatu atau sesuatu matjam badan hukum diberikan dispen

sasi oleh Pemerintah, dengan djalan menundjuk badan hukum

@tersebut sebagai badan-badan hukum jang dapat mempunjai hak

1 milik atas tanah [pasal 21 ajat ( 2 ) ] . Badan-badan hukum jang

I bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan ditundjuk dalam

pasal 49 sebagai badan-badan jang dapat mempunjai hak milik

1 atas tanah, tetapi sepandjang tanahnja diperlukan untuk usaha

nja dalam bidang sosial dan keagamaan itu . Dalam hal-hal jang

tidak langsung berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap

sebagai badan hukum biasa.

(6 ) . Kemudian dalam hubungannja pula dengan azas ke

bangsaan tersebut diatas ditentukan dalam pasal 9 ajat (2 ) ,

bahwa: ,,Tiap-tiap warganegara Indonesia baik laki-laki maupun

wanita mempunjai kesempatan jang sama untuk memperoleh

sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasil

nja, baik bagi diri sendiri maupun keluarganja”.

Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan

warganegara jang lemah terhadap sesama warganegara jang kuat

kedudukan ekonominja. Maka didalam pasal 26 ajat ( 1 ) ditentu

kan, bahwa: „ Djual beli, penukaran penghibahan, pemberian

dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain jang dimaksudkan

untuk memindahkan hak milik serta pengawasannja diatur de

ngan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan inilah jang akan merupa

kan alat untuk melindungi golongan-golongan jang lemah jang

dimaksudkan itu.

Dalam hubungan itu dapat ditundjuk pula pada ketentuan

ketentuan jang dimuat dalam pasal 11 ajat ( 1 ) , jang bermaksud

mentjegah terdjadinja penguasaan atas kehidupan dan pekerdja

an orang lain jang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha

agraria, hal mana bertentangan dengan azas keadilan sosial jang

berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan

agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka

kepentingan nasional (pasal 12 ajat ( 1 ) ) dan Pemerintah ber

kewadjiban untuk mentjegah adanja organisasi dan usaha-usaha

perseorangan dalam lapangan agraria jang bersifat monopoli

swasta (pasal 13 ajat ( 2 ) ) .

Bukan sadja usaha swasta, tetapi djuga usaha-usaha Peme

rintah jang bersifat monopoli harus ditjegah djangan sampai

merugikan rakjat banjak. Oleh karena itu usaha-usaha Pemerin
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tah jang bersifat monopoli hanja dapat diselenggarakan dengan

undang-undang (pasal 13 ajat ( 3 ) ) .

(7). Dalam pasal 10 ajat (1 ) dan (2 ) dirumuskan suatu

azas jang pada dewasa ini sedang mendjadi dasar dari pada

perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir diselu

ruh dunia, jaitu dinegara-negara jang telah/sedang menjeleng

garakan apa jang disebut ,,landreform" atau „agrarian reform"

jaitu, bahwa „ Tanah pertanian harus dikerdjakan atau diusaha

kan setjara aktip oleh pemiliknja sendiri”.

Agar supaja sembojan ini dapat diwudjudkan perlu diadakan

ketentuan-ketentuan lainnja. Misalnja perlu ada ketentuan ten

tang batas minimum luas tanah jang harus dimiliki oleh orang

tani, supaja ia mendapat penghasilan jang tjukup untuk hidup

lajak bagi diri sendiri dan keluarganja (pasal 13 jo pasal 17) .

Pula perlu ada ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah

jang boleh dipunjai dengan hak milik (pasal 17 ) , agar ditjegah

tertumpuknja tanah ditangan golongan-golongan jang tertentu

sadja. Dalam hubungan ini pasal 7 memuat suatu azas jang

penting, jaitu bahwa pemiliknja dan penguasaan tanah jang

melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal jang demikian

itu adalah merugikan kepentingan umum. Achirnja ketentuan

itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan

bantuan-bantuan lainnja dengan sjarat-sjarat jang ringan, se

hingga pemiliknja tidak akan terpaksa bekerdja dalam lapangan

lain, dengan menjerahkan penguasaan tanahnja kepada orang

lain.

Dalam pada itu mengingat akan susunan masjarakat pertanian

kita sebagai sekarang ini kiranja sementara waktu jang akan

datang masih perlu dibuka kemungkinan adanja penggunaan

tanah pertanian oleh orang-orang jang bukan pemiliknja, misal

nja setjara sewa, berbagi-hasil, gadai dan lain sebagainja. Tetapi

segala sesuatu harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentu

an undang-undang dan peraturan-peraturan lainnja, jaitu untuk

mentjegah hubungan hubungan hukum jang bersifat penindasan

si-lemah oleh si-kuat (pasal 24, 41 dan 53 ) . Begitulah misalnja

pemakaian tanah atas dasar sewa, perdjandjian bagi-hasil, gadai

dan sebagainja itu tidak boleh diserahkan pada persetudjuan

pihak-pihak jang berkepentingan sendiri atas dasar ,,free-fight",

akan tetapi penguasa akan memberi ketentuan-ketentuan tentang

tjara dan sjarat-sjaratnja, agar dapat memenuhi pertimbangan

keadilan dan ditjegah tjara-tjara pemerasan (,,exploitation de

l'homme par l'homme" ) . Sebagai misal dapat dikemukakan ke.

tentuan-ketentuan didalam Undang-undang No. 2 tahun 1960

tentang Perdjandjian Bagi Hasil" (L.N. 1960-2 ) .

Ketentuan pasal 10 ajat (1 ) tersebut adalah suatu azas, jang

pelaksanaannja masih memerlukan pengaturan lebih landjut

(ajat (2 ) ) . Dalam keadaan susunan masjarakat kita sebagai se

karang ini maka peraturan pelaksanaan itu nanti kiranja masih

perlu membuka kemungkinan diadakannja dispensasi. Mitsalnja

seorang pegawai-negeri jang untuk persediaan hari-tuanja mem

punjai tanah satu dua hektar dan berhubung dengan pekerdjaan
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rja tidak mungkin dapat mengusahakannja sendiri kiranja harus

dimungkinkan untuk terus memiliki tanah tersebut. Selama itu

tanahnja boleh diserahkan kepada orang lain untuk diusahakan

dengan perdjandjian sewa, bagi-hasil dan lain sebagainja. Tetapi

setelah ia tidak bekerdja lagi , mitsalnja setelah pensiun, tanah

itu harus diusahakannja sendiri setjara aktip ( ajat ( 3 ) ) .

(8). Achirnja untuk mentjapai apa jang mendjadi tjita-tjita

bangsa dan Negara tersebut diatas dalam bidang agraria, perlu

adanja suatu rentjana (,,planning" ) mengenai peruntukan, peng

gunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk

pelbagai kepentingan hidup rakjat dan Negara : Rentjana Umum

(,,National planning") jang meliputi seluruh wilajah Indonesia,

jang kemudian diperintji mendjadi rentjana-rentjana chusus

(,,regional planning") dari tiap-tiap daerah (pasal 14 ) . Dengan

adanja planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan

setjara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat

jang sebesar-besarnja bagi Negara dan rakjat.

III. Dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan keseder

haraan hukum.

Dasar-dasar untuk mentjapai tudjuan tersebut nampak djelas

didalam ketentuan-ketentuan jang dimuat dalam Bab II .

(1 ) . Sebagaimana telah diterangkan diatas hukum agraria

sekarang ini mempunjai sifat ,,dualisme" dan mengadakan per

bedaan antara hak-hak tanah menurut hukum-adat dan hak-hak

tanah menurut hukum-barat, jang berpokok pada ketentuan

ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria bermaksud meng

hilangkan dualisme itu dan setjara sadar hendak mengadakan

kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakjat sebagai bangsa

jang satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian.

Dengan sendirinja hukum agraria baru itu harus sesuai de

rgan kesadaran hukum dari pada rakjat banjak. Oleh karena

rakjat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat,

maka hukum agraria jang baru tersebut akan didasarkan pula

pada ketentuan-ketentuan hukum-adat itu, sebagai hukum jang

asli, jang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan

masjarakat dalam Negara jang modern dan dalam hubungannja

dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme

Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam

pertumbuhannja tidak terlepas maka hukum adat dalam per

tumbuhannja tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan

masjarakat kolonial jang kapitalistis dan masjarakat swapradja

jang feodal.

(2 ) . Didalam menjelenggarakan kesatuan hukum itu Undang

undang Pokok Agraria tidak menutup mata terhadap masih ada

nja perbedaan dalam keadaan masjarakat dan keperluan hukum

dari golongan-golongan rakjat . Berhubung dengan itu ditentukan
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dalam pasal 11 ajat ( 2 ) , bahwa : „ Perbedaan dalam keadaan ma

sjarakat dan keperluan hukum golongan rakjat dimana perlu

dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhati

kan". Jang dimaksud dengan perbedaan jang didasarkan atas

golongan rakjat mitsalnja perbedaan dalam keperluan hukum

rakjat kota dan rakjat perdesaan, pula rakjat jang ekonominja

kuat dan rakjat jang lemah ekonominja. Maka ditentukan dalam

ajat (2 ) tersebut selandjutnja, bahwa didjamin perlindungan

terhadap kepentingan golongan jang ekonomis lemah.

(3) . Dengan hapusnja perbedaan antara hukum-adat dan

hukum-barat dalam bidang hukum agraria, maka maksud untuk

mentjapai kesederhanaan hukum pada hakekatnja akan ter

selenggarakan pula.

Sebagai jang telah diterangkan diatas, selain hak milik sebagai

hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh jang dapat dipunjai

orang atas tanah, hukum agraria jang baru pada pokoknja

mengenal hak-hak atas tanah menurut hukum adat sebagai jang

disebut dalam pasal 16 ajat ( 1 ) huruf d sampai dengan g.

Adapun untuk memenuhi keperluan jang telah terasa dalam

masjarakat kita sekarang diadakan 2 hak baru, jaitu hak guna

usaha (guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan )

dan hak guna-bangunan (guna mendirikan/mempunjai bangunan

diatas tanah orang lain) (pasal 16 ajat ( 1 ) huruf b dan c) .

Adapun hak-hak jang ada pada mulai berlakunja Undang-un

dang ini semuanja akan dikonversi mendjadi salah satu hak

jang baru menurut Undang-undang Pokok Agraria.

IV. Dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum.

Usaha jang menudju kearah kepastian hak atas tanah ternjata

dari ketentuan dari pasal-pasal jang mengatur pendaftaran tanah.

Pasal 23, 32 dan 38, ditudjukan kepada para pemegang hak

jang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh

kepastian tentang haknja itu . Sedangkan pasal 19 ditudjukan

kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar diseluruh wi

lajah Indonesia diadakan pendaftaran tanah jang bersifat „,rechts

kadaster", artinja jang bertudjuan mendjamin kepastian hukum.

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan meng

ingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masjarakät,

keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemung

kinannja dalam bidang personil dan peralatannja. Oleh karena

itu maka akan didahulukan penjelenggaraannja dikota-kota untuk

lambat-laun meningkat pada kadaster jang meliputi seluruh

wilajah Negara.

Sesuai dengan tuäjuannja jaitu akan memberikan kepastian

hukum maka pendaftaran itu diwadjibkan bagi para pemegang

hak jang bersangkutan . Djika tidak diwadjibkan maka diadakan

nja pendaftaran tanah, jang terang akan memerlukan banjak

tenaga, alat dan biaja itu , tidak akan ada artinja sama sekali .
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B. Pendjelasan pasal demi pasal :

Pasal 1.

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angkat 1 ) .

Dalam Undang-undang Pokok Agraria diadakan perbedaan antara

pengertian ,,bumi” dan „ tanah", sebagai jang dirumuskan dalam

pasal 1 ajat ( 3 ) dan pasal 4 ajat ( 1 ) . Jang dimaksud dengan

„tanah” ialah permukaan bumi.

Perluasan pengertian „ bumi” dan „ air” dengan ruang angkasa

adalah bersangkutan dengan kemadjuan tehnik dewasa ini dan

kemungkinan-kemungkinannja dalam waktu-waktu jang akan

datang.

Pasal 2.

Sudah diuraikan dalam Pendjelasan Umum ( II angka 2 ) .

Ketentuan dalam ajat (4) adalah bersangkutan dengan azas

otonomi dan medebewind dalam penjelenggaraan pemerintahan

daerah. Soal agraria menurut sifatnja dan pada azasnja merupa

kan tugas Pemerintah Pusat (pasal 33 ajat (3 ) Undang-undang

Dasar) . Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk

melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah

merupakan medebewind. Segala sesuatunja akan diselenggarakan

menurut keperluannja dan sudah barang tentu tidak boleh ber

tentangan dengan kepentingan nasional . Wewenang dalam bidang

agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu .

Pasal 3.

Jang dimaksud dengan „ hak ulajat dan hak-hak jang serupa

itu" ialah apa jang didalam perpustakaan hukum adat disebut

,,beschikkingsrecht". Selandjutnja lihat Pendjelasan Umum

(II angka 3) .

Pasal 4.

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 1 ) .

Pasal 5.

Penegasan, bahwa hukum adat didjadikan dasar dari hukum

agraria jang baru. Selandjutnja lihat Pendjelasan Umum ( III

angka 1 ).

Pasal 6.

Tidak hanja hak milik tetapi semua hak atas tanah mem

punjai funksi sosial . Hal ini telah diuraikan dalam Pendjelasan

Umum (II angka 4).

Pasal 7.

Azas jang menegaskan dilarangnja „,groot-grondbezit " sebagai

jang telah diuraikan dalam Pendjelasan Umum (II angka 7) .

Soal pembatasan itu diatur lebih landjut dalam pasal 17. Ter

hadap azas ini tidak ada pengetjualiannja.
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Pasal 8.

Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ajat (2 ) hak-hak

atas tanah itu hanja memberi hak atas permukaan bumi sadja,

maka wewenang-wewenang jang bersumber dari padanja tidaklah

inengenai kekajaan-kekajaan alam jang terkandung didalam

tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka

pengambilan kekajaan jang dimaksudkan itu memerlukan peng

aturan tersendiri . Ketentuan ini merupakan pangkal bagi per

undang-undangan pertambangan dan lain-lainnja.

Pasal 9.

Ajat ( 1 ) telah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum ( II angka

5). Ketentuan dalam ajat ( 2 ) adalah akibat dari pada ketentuan

dalam pasal 1 ajat ( 1 ) dan ( 2 ) .

Pasal 10.

Sudah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum (II angka 7) .

Kata-kata ,,pada azasnja" menundjuk pada kemungkinan diada

kannja pengetjualian-pengetjualian sebagai jang disebutkan se

bagai mitsal didalam Pendjelasan Umum itu. Tetapi pengetjuali

an-pengetjualian itu perlu diatur didalam peraturan perundangan

(Bandingkan pendjelasan pasal 7) .

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknja masih di

mungkinkan oleh pasal 24, tetapi dibatasi dan akan diatur.

Pasal 11.

Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan jang

ckonomis lemah terhadap jang kuat. Golongan jang ekonomis

lemah itu bisa warganegara asli maupun keturunan asing. De

mikian pula sebaliknja. Lihat Pendjelasan Umum (III angka 2 ) .

Pasal 12.

Ketentuan dalam ajat ( 1 ) bersangkutan dengan ketentuan

ketentuan dalam pasal 11 ajat ( 1 ) . Bentuk usaha bersama jang

sesuai dengan ketentuan ini adalah bentuk koperasi dan bentuk

bentuk gotong-rojong lainnja. Ketentuan dalam ajat (2 ) memberi

kemungkinan diadakannja suatu „,usaha bersama" antara Negara

dan Swasta dalam bidang agraria. Jang dimaksud dengan „ fihak

lain" itu ialah pemerintah daerah, pengusaha swasta jang ber

modal nasionai atau swasta dengan ,,domestic-capital" jang

progresip .

Pasal 13.

Ajat ( 1 ) , ( 2 ) dan ( 3 ) . Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan

Umum (II angka 6 )

Ketentuan dalam ajat (4 ) adalah pelaksanaan dari pada azas

keadilan sosial jang berperikemanusiaan dalam bidang agraria.

A
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Pasal 14.

Pasal ini mengatur soal perentjanaan persediaan , peruntukan

dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagai jang telah

dikemukakan dalam pendjelasan umum ( II angka 8 ) . Mengingat

akan tjorak perekonomian Negara dikemudian hari dimana

industri dan pertambangan akan mempunjai peranan jang pen

ting, maka disamping perentjanaan untuk pertanian perlu di

perhatikan, pula keperluan untuk industri dan pertambangan

(ajat ( 1 ) huruf d dan e ) . Perentjanaan itu tidak sadja bermaksud

menjediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan,

industri dan pertambangan, tetapi djuga ditudjukan untuk me

madjukannja. Pengesahan peraturan Pemerintah Daerah harus

dilakukan dalam rangka rentjana umum jang dibuat oleh Pe

merintah Pusat dan sesuai dengan kebidjaksanaan Pusat.

Psal 15.

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 4 ) .

Tanah wadjib dipelihara dengan baik, jaitu dipelihara menurut

tjara-tjara jang lazim dikerdjakan didaerah jang bersangkutan,

sesuai dengan petundjuk-petundjuk dari Djawatan-djawatan jang

bersangkutan.

Pasal 16.

Pasal ini adalah pelaksanaan dari pada ketentuan dalam

pasal 4. Sesuai dengan azas jang diletakkan dalam pasal 5,

bahwa hukum pertanahan jang Nasional didasarkan atas hukum

adat, maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal

ini didasarkan pula atas sistimatik dari hukum adat. Dalam pada

itu hak guna-usaha dan hak guna-bangunan diadakan untuk

memenuhi keperluan masjarakat modern dewasa ini . Perlu kira

nja ditegaskan, bahwa hak guna usaha bukan hak erfpacht dari

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak guna-bangunan

bukan hak opstal. Lembaga erfpacht dan opstal ditiadakan

dengan ditjabutnja ketentuan-ketentuan dalam Buku ke II Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam pada itu hak-hak adat jang sifatnja bertentangan de

ngan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (pasal 7 dan 10)

tetapi berhubung dengan keadaan masjarakat sekarang ini belum

dapat dihapuskan diberi sifat sementara dan akan diatur (ajat

(1 ) huruf h jo pasal 53 ).

Pasal 17.

Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan dari apa jang

ditentukan dalam pasal 7. Penetapan batas luas maksimum akan

dilakukan didalam waktu jang singkat dengan peraturan per

undangan. Tanah-tanah jang merupakan kelebihan dari batas

maksimum itu tidak akan disita, tetapi akan diambil oleh

Pemerintah dengan ganti-kerugian. Tanah-tanah tersebut selan

djutnja akan dibagi-bagikan kepada rakjat jang membutuhkan

nja. Ganti kerugian kepada bekas pemilik tersebut diatas pada
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azasnja harus dibajar oleh mereka jang memperoleh bagian

tanah itu. Tetapi oleh karena mereka itu umumnja tidak mampu i

untuk membajar harga tanahnja didalam waktu jang singkat,

maka oleh Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha

lain supaja para bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu

uang ganti-kerugian jang dimaksudkan itu.

Ditetapkannja batas minimum tidaklah berarti bahwa orang

orang jang mempunjai tanah kurang dari itu akan dipaksa

untuk melepaskan tanahnja. Penetapan batas minimum itu per

tama-tama dimaksudkan untuk mentjegah pemetjah-belahan

(,,versplintering") tanah lebih landjut.

Disamping itu akan diadakan usaha-usaha mitsalnja : transmi

grasi, pembukaan tanah besar-besaran diluar Djawa dan in

dustrialisasi, supaja batas minimum tersebut dapat ditjapai se

tjara berangsur-angsur.

Jang dimaksud dengan „ keluarga” ialah suami, isteri serta

anak-anaknja jang belum kawin dan mendjadi tanggungannja dan

jang djumlahnja berkisar sekitar 7 orang. Baik laki-laki maupun

wanita dapat mendjadi kepala keluarga.

Pasal 18.

Pasal ini merupakan djaminan bagi rakjat mengenai hak

haknja atas tanah. Pentjabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat

dengan sjarat-sjarat, mitsalnja harus disertai pemberian ganti

kerugian jang lajak.

Pasal 19.

8

Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan tjara jang

sederhana dan mudah dimengerti serta didjalankan oleh rakjat

jang bersangkutan (Lihat Pendjelasan Umum IV) .

Pasal 20.

Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat dari pada hak milik

jang membedakannja dengan hak-hak lainnja. Hak milik adalah

hak jang ,,terkuat dan terpenuh" jang dapat dipunjai orang atas

tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupa

kan hak jang „ mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu

gugat" sebagai hak eigendom menurut pengertiannja jang asli

dulu . Sifat jang demikian akan terang bertentangan dengan sifat

hukum-adat dan funksi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata

,,terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannja

dengan hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan lain. a

lainnja, jaitu untuk menundjukkan, bahwa diantara hak-hak atas

tanah jang dapat dipunjai orang hak miliklah jang „ ter” (artinja :

paling)-kuat dan terpenuh.

Pasal 21.

Ajat (1 ) dan (2 ) sudah diuraikan dalam Pendjelasan Umum

(II angka 5) .
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Dalam ajat (3) hanja disebut 2 tjara memperoleh hak milik

karena lain-lain tjara dilarang oleh pasal 26 ajat (2 ) . Adapun

tjara-tjara jang disebut dalam ajat ini adalah tjara-tjara mem

peroleh hak tanpa melakukan sesuatu tindakan positip jang

sengadja ditudjukan pada terdjadinja peralihan hak itu.

Sudah selajaknja kiranja bahwa selama orang-orang warga

negara membiarkan diri disamping kewarganegaraan Indonesia

nja mempunjai kewarganegaraan Negara lain, dalam hal pemilik

an tanah ia dibedakan dari warganegara Indonesia lainnja.

Pasal 22.

Sebagai mitsal dari tjara terdjadinja hak milik menurut hu

kum adat ialah pembukaan tanah. Tjara-tjara itu akan diatur

supaja tidak terdjadi hal-hal jang merugikan kepentingan umum

dan Negara.

Pasal 23.

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (angka IV) .

Pasal 24.

Sebagai pengetjualian dari azas jang dimuat dalam pasal 10 .

Bentuk-bentuk hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakai

itu ialah misalnja : sewa, bagi-hasil, pakai atau hak guna

bangunan.

Pasal 25.

Tanah milik jang dibebani hak tanggungan ini tetap ditangan

pemiliknja. Pemilik tanah jang memerlukan uang dapat pula

(untuk sementara ) menggadaikan tanahnja menurut ketentuan

ketentuan dalam pasal 53. Didalam hal ini maka tanahnja beralih

pada pemegang gadai.

Pasal 26.

Ketentuan dalam ajat (1 ) sudah didjelaskan dalam Pendjelas

an Umum (II angka 6) dengan tudjuan untuk melindungi fihak

jang ekonomis lemah. Dalam Undang-undang Pokok ini perbeda

annja tidak lagi diadakan antara warganegara asli dan tidak

asli, tetapi antara jang ekonomis kuat dan lemah. Fihak jang

kuat itu bisa warganegara jang asli maupun tidak asli . Sedang

apa jang disebut dalam ajat (2 ) adalah akibat dari pada ketentu

an dalam pasal 21 mengenai siapa jang tidak dapat memiliki

tanah.

Pasal 27.

Tanah diterlantarkan kalau dengan sengadja tidak diperguna

kan sesuai dengan keadaannja atau sifat dan tudjuan dari pada

haknja.
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Pasal 28.

Hak ini adalah hak jang chusus untuk mengusahakan tanah

jang bukan miliknja sendiri guna perusahaan pertanian, perikan

an dan peternakan. Bedanja dengan hak pakai ialah, bahwa hak

guna usaha ini hanja dapat diberikan untuk keperluan diatas

itu dan atas tanah jang luasnja paling sedikit 5 hektar. Berlainan

dengan hak pakai maka hak guna-usaha dapat beralih dan dialih

kan kepada fihak lain dan dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Hak guna-usaha pun tidak dapat diberikan kepada orang-orang

asing, sedang kepada badan-badan hukum jang bermodal asing

hanja mungkin dengan pembatasan jang disebutkan dalam

pasal 55.

(

Untuk mendorong supaja pemakaian dan pengusahaan tanah

nja dilakukan dengan efficient, maka ditentukan bahwa menge

nai tanah jang luasnja 25 hektar atau lebih harus ada investasi

modal jang lajak dan tehnik perusahaan jang baik . Ini tidak

berarti bahwa tanah-tanah jang luasnja kurang dari 25 hektar

itu pengusahaannja boleh dilakukan setjara jang tidak baik,

karena didalam hal jāng demikian hak guna-usahanja dapat di

tjabut (pasal 34) .

Pasal 29.

Menurut sifat dan tudjuan hak guna-usaha adalah hak jang

waktu berlakunja terbatas. Djangka waktu 25 atau 35 tahun

dengan kemungkinan memperpandjang dengan 25 tahun dipan

dang sudah tjukup lama untuk keperluan pengusahaan tanaman

tanaman jang berumur pandjang. Penetapan djangka-waktu

35 tahun misalnja mengingat pada tanaman kelapa sawit .

Pasal 30.

Hak guna-usaha tidak dapat dipunjai oleh orang asing. Badan

hukum jang dapat mempunjai hak itu, hanjalah badan-badan

hukum jang bermodal nasional jang progressip, baik asli mau

pun tidak asli. Bagi badan-badan hukum jang bermodal asing

hak guna-usaha hanja dibuka kemungkinannja untuk diberikan

djika hal itu diperlukan oleh Undang-undang jang mengatur

pembangunan nasional semesta berentjana (pasal 55).

Pasal 31 s/d 34.

Tidak memerlukan pendjelasan. Mengenai ketentuan dalam

pasal 32 sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (angka

IV).

Pasal 35.

Berlainan dengan hak guna-usaha maka hak guna-bangunan

tidak mengenai tanah pertanian . Oleh karena itu selain atas

tanah jang dikuasai langsung oleh Negara dapat pula diberikan

atas tanah milik seseorang.
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Pasal 36.

Pendjelasannja sama dengan pasal 30.

Pasal 37 s/d 40.

Tidak memerlukan pendjelasan. Mengenai apa jang ditentukan

dalam pasal 38 sudah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum

(angka IV).

Pasal 41 dan 42.

Hak pakai adalah suatu ,,kumpulan pengertian" dari pada

hak-hak jang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai

nama, jang semuanja dengan sedikit perbedaan berhubung de

ngan keadaan daerah sedaerah, pada pokoknja memberi wewe

nang kepada jang mempunjainja sebagai jang disebutkan dalam

pasal ini. Dalam rangka usaha penjederhanaan sebagai jang

dikemukakan dalam Pendjelasan Umum, maka hak-hak tersebut

dalam hukum agraria jang baru disebut dengan satu nama

sadja.

Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-negara Asing dapat

diberikan pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku

selama tanahnja dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan badan

badan hukum asing dapat diberi hak-pakai, karena hak ini hanja

memberi wewenang jang terbatas.

Pasal 43.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 44 dan 45.

Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai jang mempunjai

sifat-sifat chusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanja di

sediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan

pasal 10 ajat ( 1 ) . Hak sewa tanah pertanian hanja mempunjai

sifat sementara (pasal 16 jo 53 ) . Negara tidak dapat menjewakan

tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.

Pasal 46.

Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah

hak-hak dalam hukum adat jang menjangkut tanah. Hak-hak

ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan

umum jang lebih luas dari pada kepentingan orang atau

masjarakat hukum jang bersangkutan.

Pasal 47.

Hak guna-air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan

adalah mengenai air jang tidak berada diatas tanah miliknja

sendiri. Djika mengenai air jang berada diatas tanah miliknja

sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi dari pada

hak milik atas tanah.
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Hak guna-air ialah hak akan memperoleh air dari sungai,

saluran atau mata air jang berada diluar tanah miliknja, misal

nja untuk keperluan mengairi tanahnja, rumah tangga dan lain

sebagainja. Untuk itu maka sering kali air jang diperlukan itu

perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air

jang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan pula (dibuang)

melalui tanah orang jang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak

boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan

dan membuang air tadi melalui tanahnja masing-masing.

Pasal 48.

Hak guna-ruang-angkasa diadakan mengingat kemadjuan teh

nik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannja dikemudian

hari.

Pasal 49.

Untuk menghilangkan keragu-keraguan dan kesangsian maka

pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal jang bersangkutan

dengan peribadatan dan keperluan-keperluan sutji lainnja dalam

hukum agraria jang baru akan mendapat perhatian sebagaimana

mestinja. Hubungkan pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan

pasal 14 ajat ( 1 ) huruf b.

Pasal 50 dan 51.

Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undang-undang ini hanja

dimuat pokok-pokoknja sadja dari hukum agraria jang baru.

Pasal 52.

Untuk mendjamin pelaksanaan jang sebaik-baiknja dari pada

peraturan-peraturan serta tindakan-tindakan jang merupakan

pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria maka diperlu

kan adanja sanksi pidana sebagai jang ditentukan dalam pasal

ini.

Pasal 53.

Sudah didjelaskan dalam pendjelasan pasal 16.

Pasal 54.

Pasal ini diadakan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 21

dan 26. Seseorang jang telah menjatakan menolak kewarganegara

an R.R.T. tetapi pada tanggal mulai berlakunja undang-undang

ini belum mendapat pengesahan akan terkena oleh ketentuan

konversi pasal I ajat (3 ) , pasal II ajat (2 ) dan pasal VIII.

Tetapi setelah pengesahan penolakan itu diperolehnja maka bagi

nja terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah

sebagai seorang jang berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Hal

itu berlaku djuga bagi orang-orang jang disebutkan didalam

pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, jaitu sebelum

nja diperoleh pengesahan dari instansi jang berwenang.
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Pasal 55.

Sudah didjelaskan dalam pendjelasan pasal 30.

Ajat (1 ) mengenai modal asing jang sekarang sudah ada,

I sedang ajat (2 ) menundjuk pada modal asing baru. Sebagaimana

telah ditegaskan dalam pendjelasan pasal 30 pemberian hak baru

menurut ajat (2 ) ini hanja dimungkinkan kalau hal itu diperlu

kan oleh undang-undang pembangunan Nasional semesta beren

tjana.

Kedua: Hak-hak jang ada sekarang ini menurut ketentuan

konversi ini semuanja mendjadi hak-hak baru menurut Undang

undang Pokok Agraria.

Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan jang disebut dalam

pasal I, II, III, IV dan V berlangsung dengan sjarat-sjarat

umum jang ditetapkan dalam Peraturan jang dimaksud dalam

pasal 50 ajat (2 ) dan sjarat-sjarat chusus jang bersangkutan

a dengan keadaan tanahnja dan sebagai jang disebutkan dalam

akta haknja jang dikonversi itu, sepandjang tidak bertentangan

dengan peraturannja jang baru.

21

Ketiga : Perubahan susunan pemerintahan desa perlu di

adakan untuk mendjamin pelaksanaan jang sebaik-baiknja dari

pada perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini.

Pemerintah desa akan merupakan pelaksana jang mempunjai

peranan jang sangat penting.

Keempat : Ketentuan ini termaksud menghapuskan hak

hak jang masih bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan

undang-undang ini.

1
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PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG No. 56/1960

TENTANG

PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa perlu ditetapkan luas maksimum dan

m¡nimum tanah pertanian sebagai jang dimak .

sud dalam pasal 17 Undang-undang No. 5 tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria (Lembaran Negara th. 1960 No. 104 ) ;

b. bahwa oleh karena keadaan memaksa soal ter.

sebut diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang;

pasal 22 ajat (1 ) Undang-undang Dasar;

pasal 2, 7, 17 dan 53 Undang-undang No. 5

tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960

No. 104) ;

Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tgl. 28.12.1960.

MEMUTUSKAN :

Mengenai : a.

b.

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG

UNDANG TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH

PERTANIAN

Pasal 1 .

(1 ) . Seorang atau orang-orang jang dalam penghidupannja

merupakan satu keluarga bersama sama hanja diperbolehkan

menguasai tanah-pertanian , baik miliknja sendiri atau kepu.

njaan orang lain ataupun miliknja sendiri bersama kepunjaɗë

orang lain, jang djumlah luasnja tidak melebihi batas maksi

mum sebagai jang ditetapkan dalam ajat ( 2 ) pasal ini.

( 2 ) . Dengan memperhatikan djumlah penduduk, luas daerah dan

faktor-faktor lainnja, maka luas maksimum jang dimaksud

dalam ajat (1 ) pasal ¡ni ditetapkan sebagai berikut :

Tanah kering

(hektar)Didaerah daerah jang :

1. Tidak padat

2. Pad at :

a. kurang padat

b. tjukup padat

c. sangat padat

Sawah

(hektar) atau

15

10

7,5

5

20

2
9
6

12

Djika tanah pertanian jang dikuasai itu merupakan sawah

dan tanah.kering, maka untuk menghitung luas maksimum
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tersebut, luas sawah didjumlah dengan luas tanah kering

dengan menilai tanah_kering sama dengan sawah ditambah

30% didaerah-daerah jang tidak padat dan 20% didaerah-dae

rah jang padat dengan ketentuan, bahwa tanah-pertanian jang

dikuasai seluruhnja tidak boleh lebih dari 20 hektar.

(3) . Atas dasar ketentuan dalam ajat ( 2 ) pasal inj maka penetapan

luas maksimum untuk tiap -tiap daerah dilakukan menurut

perhitungan sebagai jang tertjantum dalam daftar jang dilam

pirkan pada Peraturan ini.

(4) . Luas maksimum tersebut pada ajat ( 2 ) pasal ini tidak berlaku

terhadap tanah pertanian :

a. jang dikuasai dengan hak guna usaha atau hak.hak lainnja

jang bersifat sementara dan terbatas jang didapat dari

Pemerintah ;

b. jang dikuasai oleh badan_badan hukum .

Pasal 2.

( 1 ) . Djika djumlah anggota suatu keluarga melebihi 7 orang,

maka bagi keluarga itu luas maksimum sebagai jang ditetap

kan dalam pasal 1 untuk setiap anggota jang selebihnja di

tambah dengan 10% , dengan ketentuan bahwa djumlah tamba

han tersebut tidak boleh lebih dari 50%, sedang djumlah tanah.

pertanian jang dikuasai seluruhnja tidak boleh lebih dari 20

hektar, baik sawah, tanah.kering maupun sawah dan tanah

kering.

(2 ) . Dengan mengingat keadaan daerah jang sangat chusus Men

teri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar ter.

sebut pada ajat (1 ) pasal ini dengan paling banjak 5 hektar.

Pasal 3.

Orang orang dan kepala kepala keluarga jang anggota-anggota

keluarganja menguasai tanah-pertanian jang djumlah luasnja mele

bihi luas maksimum wadjib melaporkan hal itu kepada Kepala

Agraria Daerah Kabupaten/Kota jang bersangkutan didalam waktu

3 bulan sedjak mulai berlakunja Peraturan ini . Kalau dipandang

perlu maka djangka waktu tersebut dapat diperpandjang cleh

Menteri Agraria.

Pasal 4.

Orang-orang sekeluarga jang memiliki tanah pertanian jang

djumlah luasnja melebihi luas maksimum dilarang untuk memin

dahkan hak miliknja atas seluruh atau sebagian tanah tersebut,

ketjuali dengan izin Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota jang

bersangkutan . Izin tersebut hanja dapat diberikan djika tanah jang

haknja dipindahkan itu tidak melebihi luas maksimum dan dengan

memperhatikan pula ketentuan pasal 9 ajat (1 ) dan (2 ) .

Pasal 5.

Penjelesaian mengenai tanah jang merupakan kelebihan dari

luas maksimum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelesaian

tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keinginan fihak jang

bersangkutan.
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Pasal 6.

Barangsiapa sesudah mulai berlakunja Peraturan ini memper

oleh tanah-pertanian, hingga tanah.pertanian jang dikuasai olehnja

dan anggota anggota keluarga berdjumlah lebih dari luas maksi.

mum, wadjib berusaha supaja paling lambat 1 tahun sedjak diper.

olehnja tanah tersebut djumlah tanah pertanian jang dikuasai itu

luasnja tidak melebihi batas maksimum.

Pasal 7.

(1) . Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai

jang pada waktu mulai berlakunja Peraturan ini sudah ber.

langsung 7 tahun atau lebih wadjib mengembalikan tanah itu

kepada pemiliknja dalam waktu sebulan setelah tanaman jang

ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut

pembajaran uang tebusan.

(2) . Mengenai hak gadai jang pada mulai berlakunja Peraturan

ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnja berhak

untuk memintanja kembali setiap waktu setelah tanaman jang

ada selesai dipanen, dengan membajar uang.tebusan jang

besarnja dihitung menurut rumus :

(7 + 2) waktu berlangsungnja hak gadai
-

Xuang gadai,

7

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak.gadai itu telah

berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wadjib mengemba.

likan tanah tersebut tanpa pembajaran uang.tebusan, dalam

waktu sebulan setelah tanaman jang ada selesai dipanen.

(3) . Ketentuan dalam ajat (2 ) pasal ¡ni berlaku djuga terhadap hak

gadai jang diadakan sesudah mulai berlakunja Peraturan ini.

Pasal 8.

Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaja setiap peta.

ni sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 heiktar.

Pasal 9.

(1 ) . Pemindahan hak atas tanah pertanian, ketjuali pembagian

warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan

timbulnja atau berlangsungnja pemilikan tanah jang luasnja

kurang dari dua hektar. Larangan termaksud tidak berlaku

kalau sipendjua? hanja memiliki bidang tanah jang luasnja

kurang dari dua hektar tanah itu didjual sekaligus.

(2 ) . Djika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunja Pera

turan ini memiliki tanah pertanian jang luasnja kurang dari

dua hektar, didalam waktu 1 tahun mereka itu wadjib menun.

djuk salah seorang dari antaranja jang selandjutnja akan

memiliki tanah itu, atau memindahkannja kepada fihak lain,

dengan mengingat ketentuan ajat (1) .

(3) . Djika mereka jang dimaksud dalam ajat (2 ) pasal inį tidak

melaksanakan kewadjiban tersebut diatas, maka dengan mem.

perhatikan keinginan mereka, Menteri Agraria atau pedjabat

jang ditundjuknja, menundjuk salah seorang dari antara mere

!
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ka itu, jang selandjutnja akan memiliki tanah jang bersang

kutan, ataupun mendjualnja kepada fihak lajn.

(4) . Mengenai bagian warisan tanah pertanian jang luasnja ku

rang dari dua hektar, akan diatur dengan Peraturan Peme..

rintah.

Pasal 10.

(1 ) . Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan

dan/atau denda sebanjak_banjaknja Rp. 10.000,-:

a. Barangsiapa melanggar larangan jang tertjántum dalam

pasal 4;

b. barangsiapa tidak melaksanakan kewadjiban tersebut pada

pasal 3, 6 dan 7 (1) ;

c. barangsiapa melanggar larangan jang tertjantum dalam

pasal 9 ajat ( 1 ) atau tidak melaksanakan kewadjiban terse

but pada pasal itu ajat (3 ) .

(2) . Tindak pidana tersebut pada ajat (1 ) pasal ini adalah pelang

garan.

(3) . Djika terdjadi tindak pidana sebagai jang dimaksud dalam

ajat (1 ) huruf a pasal ini maka pemindahan hak itu batal ka.

rena hukum, sedang tanah jang bersangkutan djatuh pada

Negara, tanpa hak untuk menuntut ganti-kerugian berupa

apapun.

(4) . Djika terdjadi tindak-pidana sebagai jang dimaksud dalam

ajat (1 ) huruf b pasal ini , maka ketjuali didalam hak termak.

sud dalam pasal 7 ajat ( 1 ) tanah jang selebihnja dari luas

maksimum djatuh pada Negara jaitu djika tanah tersebut

semuanja milik terhukum dan/atau anggota anggota keluarga

nja, dengan ketentuan, bahwa ia diberi kesempatan untuk me

ngemukakan keinginannja mengenai bagian tanah jang mana

jang akan dikenakan ketentuan ajat ini, Mengenai tanah jang

djatuh pada Negara itu ia tidak berhak atas ganti kerugian

berupa apapun.

Pasal 11.

(1 ) . Peraturan Pemerintah jang disebut dalam pasal 5 dan dalam

Pasal 12 dapat memberikan antjaman pidana atas pelanggaran

peraturannja dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3

bulan dan/atau denda sebanjak banjaknja Rp. 10.000,

(2 ) . Tindak pidana jang dimaksud dalam ajat ( 1 ) pasal ini adalah

pelanggaran,

Pasal 12.

Maksimum luas dan djumlah tanah untuk perumahan dan pem

bangunan lajnnja serta pelaksanaan selandjutnja dari Peraturan

Pengganti Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintah.
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kan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 29 Desember 1960.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO).

Diundangkan di Dajkarta

pada tanggal 29 Desember 1960.

Pd. SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

Sesuai dengan salinannja, Wk. Kepala Biro

Perentjanaan dan Perundang-undangan,

Departemen Agraria.

R. (Mr. Boedi Harsono) .

(SANTOSO) .

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO . 174.

1
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DAFTAR lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang No. 56 tahun 1960 (sebagai

jang dimaksud dalam pasal 1 ajat 3) .

Kepadatan penduduk tiap

kilometer persegi

33 sampaiа.

b. 51 ""

C. 251
99

d. 401 keatas

50

250

400

Golongan daerah .

tidak padat

kurang padat

tjukup padat

sangat padat

Keterangan :

(1 ) . Jang dimaksudkan dengan "daerah" ialah Daerah Tingkat II.

(2) . Atas dasar keterangan dalam pasal 1 ajat ( 2 ) Peraturan Peme

rintah Penggant; Undang-undang No. 56 tahun 1960 dan ke̱

tentuan dalam daftar diatas untuk tiap-tiap Daerah Tingkat

II luas maksimumnja ditegaskan oleh Menteri Agraria.

(3 ) . Menteri Agraria dapat menjimpang dari dasar perhitungan

tersebut diatas dengan memasukkan sesuatu daerah kedalam

golongan jang setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih

rendah, djika hal itu perlu be hubungan dengan keadaan jang

sangat chusus didaerah itu, dengan memperhatikan luas per

sediaan tanah pertanian, djumlah petani , djenis dan kesubu

ran tanahnja serta keadaan perekonomian daerah tersebut.

(4) . Semua Kotapradja digolongkan daerah jang sangat padat, ka.

rena pada umumnja keadaannja menjatakan demikian.

Sesuai dengan salinannja,

Wk. Kepala Biro Perentjanaan dan Pe: undang-undangan

Departemen Agraria,

(Mr. Boedi Harsono) .
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REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN DALAM NEGERI dan OTONOMI DAERAH

DEPARTEMEN AGRARIA

Instruksi bersama

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah dengan Menteri Agraria

No. Sekra 9/1/2. --

DJAKARTA, tgl. 5 Djanuari 1961.

Kepada Jth. :

1. Semua Gubernur Kepala Dae

rah,

No. 56/1960 tentang 2. Semua Bupati/Walikota Kepala

luas tanah pertani. Daerah dan

an.
3. Pendjabat2 Agraria.

Lampiran :

Perihal : Pelaksanaan Perpu

Tembusan kepada :

para Residen.

Sebagaimana Saudara maklum, maka dengan Perpu No. 56/1960

telah ditetapkan batas2 luas maksimum dan minimum bagi tanah

pertanian diseluruh Indonesia, terbagi atas Daerah2 jang tidak padat,

kurang padat, tjukup dan sangat padat, serta beberapa ketentuan

jang bertalian dengan pelaksanaannja. Penegasan daerah2 tingkat II

dalam golongan2 jang dimaksud diatas ditjantrimkan dalam daftar

lampiran surat keputusan Menteri Agraria tgl. 31 Desember 1960

No. Sk. 978/Ka/1960 jang bersama ini kami sampaikan pula pada

Saudara.

Sesudah terbentuknja U.U. Pokok Agraria No. 5/1960 pada

tgl. 24 September 1960, maka Perpu No. 56/1960 ini merupakan per.

mulaan dari pada realisasi program-landreform jang sebagai dinja.

takan dalam keputusan M.P.R.S. No. II 1960 pasal 4 ajat ( 3) meru.

pakan ,,bagian mutlak daripada revolusi Indonesia" dan ,,adalah ba

sis pembangunan semesta" .

Betapa pentingnja peraturan itu ternjata dengan djelas dari seru

an P.J.M. Presiden dalam pidatonja tgl. 1 Djanuari 1961 pada penga_

junan pertama Tjangkul Pembangunan Semesta Nasional Berentja

na, supaja ,,landreform mulai didjalankan hari itu djuga".

Dalam pada itu, agar supaja pelaksanaan landreform berdjalan

lantjar dan mentjapai hasil2 jang diharapkan dari padanja, maka

perlu diambil langkah2 persiapan sebaik-baiknja lebih dulu. Oleh

karena itu bersama ini kami instruksikan kepada Saudara sebagai

berikut :

1. Oleh pedjabat Agraria bersama-sama Pamong Pradja, dengan

bantuan petugas2 Departemen Penerangan dimana perlu dan

mungkin hendaknja segera diselenggarakan penerangan setjara
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teratur diseluruh daerah Saudara masing2, hingga ini dan maksud

tudjuan U.U. Pokok Agraria serta Perpu No. 56/1960 difahami

oleh Rakjat umum, chususnja oleh petugas2 desa, negeri, marga

dan sebagainja, dan pula oleh para pengurus golongan fungsionil

tani pada tingkat paling rendah jang ada didaerah Saudara.

2. Supaja diadakan pendaftaran tentang adanja pemilikan tanah per

tanian lebih dari maksimum, sesuai dengan ketentuan dalam

pasal 3 Perpu No. 56/1960. Untuk keperluan itu oleh jang berke.

pentingan harus disampaikan laporan kepada Kantor Agraria

Daerah dengan perantaraan Kantor Ketjamatan menurut tjon

toh terlampir. Laporan itu hendaknja diteliti kebenarannja deng

an menggunakan bantuan pedjabat2 resmi ataupun kalau perlu,

fihak lain jang dapat dianggap mengetahui tentang hal itu (wa

kil2 golongan fungsionil).

3. Pendaftaran hendaknja diadakan djuga mengenai tanah2 perta.

nian jang atas dasar sesuatu hak atau perdjandjian dikuasai oleh

orang lain dari pada pemiliknja, misalnja perdjandjian gadai,

sewa, bagi hasil atau lainnja. (vide tjontoh daftar terlampir) .

4. Kepada pemilik atau jang menguasai tanah pertanian perlu diberi

penerangan chrisus dan mereka itu diberi kesempatan menjatakan

keinginan mengenal bagian2 tanahnja jang dikehendaki, supaja

tetap ada padanja. Tanah jang diinginkan itu sedapat.dapatnja

merupakan satu komplex guna memungkinkan pengusahaan per

tanian setjara efficient, ketjuali bila ada hal2 diluar segi ekonomi

jang dapat diterima sebagai alasan kuat (misalnja tanah prisaka

atau lain2) .

5. Mengenai beberapa istilah perlu kiranja pendjelasan sekedarnja.

a. Pasal 1 ajat ( 1 ) Perpu No. 56/1960 menggunakan istilah „ kelu

arga". Untuk mengurangi keraguan tentang arti istilah ini

dapat didjelaskan, bahwa jang dimaksud adalah sekelompok

orang2 jang merupakan kesatuan penghidupan dengan meng.

andung unsur pertalian darah atau perkawinan.

b. Jang dimaksud dengan „ tanah pertanian” , ialah djuga semua

tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat

pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan

jang mendjadi tempat mata pentjaharian bagi jang berhak.

Pada umumnja tanah pertanian adalah semua tanah jang

mendjadi hak orang, selainnja tanah untuk perumahan

dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah

tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah jang

menentukan, berapa luas bagian jang dianggap halaman ru.

mah, dan berapa jang merupakan tanah pertanian.

c. Jang dinamakan ,,hak milik" adalah hak turun temurun atas

tanah jang terkuat dan terpenuh, sebagai jang dimaksud dalam

pasal 20 U.U. Pokok Agraria. Belum tentu hak milik itu ter.

61



tjatat dalam buku administrasi desa (marga, negeri atau

kampung) dan dapat dibuktikan dengan surat2. Jang menen.

tukan, apakah sebidang tanah itu tanah milik adalah kenja.

taan, bahwa hak itu sudah berlaku turun temurun, serta ada

tanda2 penguasaan tanah dan hak itu dihormati oleh orang2

lain dilingkungannja.

6. Selain memberi penerangan kepada chalajak ramai di daerah2

Saudara, hendaknja Saudara perhatikan pula pendapat2 dan sa.

ran2 jang dikemukakan kepada Saudara mengenai pelaksanaan

Perpu No. 56/1960 ini, untuk dalam waktu jang singkat Saudara

laporkan kepada kami.

Dengan kerdja.sama jang sebaik-baiknja antara Pamong Pradja

dan pedjabat Agraria didaerah, kami jakin, bahwa persiapan landre

form akan berdjalan dengan lantjar, dan dengan demikian Saudara2

telah ikut serta meletakkan batu pertama dari landasan jang mutlak

bagi penjelesaian revolusi nasional kita.

MENTERI AGRARIA

(Mr SADJARWO) .

MENTERI DALAM NEGERI dan

OTONOMI DAERAH,

(IPIK GANDAMANA) .
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PENDJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

TENTANG

PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN.

UMUM :

(1) . Dalam rangka membangun masjarakat jang adil dan makmur

berdasarkan Pantjasila, Undang-undang
Undang-undang Pokok Agraria

(Undang-undang No. 5/1960 ) menetapkan dalam pasal 7,

bahwa agar supaja tidak merugikan kepantingan umum , maka

pem l'kan dan penguasaan tanah jang melampaui batas tidak

d perkenankan. Keadaan masjarakat tani Indonesia sekarang

ini ialah, bahwa kurang lebih 60% dari para petani adalah

petani tidak bertanah. Sebagian mereka itu merupakan buruh

tani , sebagian lainnja mengerdjakan tanah orang lain seba.

gai penjewa atau penggarap dalam hubungan perdjandjan

bag hasil. Para petan: jang mempunjai tanah (sawah dan/

atau tanah kering ) sebagian terbesar masing-masing tanahnja

kurang dari 1 hektar ( rata-rata 0,6 ha sawah atau 0,5 ha ta

nah ker ng ) jang terang tidak tjukup untuk hidup jang lajak,

Tetapi d'samping petani.petani jang tidak bertanah dan jang

bertanah tidak.tjukup itu, kita djumpai petani.petani jang

menguasai tanah_tanah pertanian jang luasnja berpuluh-puluh

beratus-ratus, bahkan be ibu-ribu hektar. Tanah-tanah itu

tidak semuanja d'punjai mereka dengan hak milik, tetapi

kebanjakan dikuasa'nja dengan hak gadai atau sewa. Bahkan

tanah tanah jang dikuasai dengan hak gadai dan sewa inilah

merupakan bag'an jang terbesar.

Kalau hanja melihat pada tanah tanah jang dipunjaj dengan

hak milik menurut tjatatan di Djawa, Madura, Sulawesi.

Selatan, Bal , Lombok hanja terdapat 5400 orang jang mempu

njai sawah jang luasnja lebih dari 10 hektar (diantaranja 1000

o ang jang mempunjai lebih dari 20 hektar ) . Mengenai tanah

kering, jang mampunjai lebih dari 10 hektar adalah 11.000

orang, diantaranja 2.700 orang jang mempunjai lebih dari 20

hektar. Tetapi menurut kenjataannja djauh lebih banjak

djumlah orang jang menguasai tanah lebih dari 10 hektar

dengan hak.gadai atau sewa. Tanah tanah itu berasal dari

tanah tanah kepunjaan para tani jang tanahnja tidak tjukup

tadi , jang karena keadaan terpaksa mènggadaikan atau me

njewakan kepada orang-orang jang kaja tersebut. Basanja

orang-orang jang menguasai tanah.tanah jang luas itu tidak

dapat mengerdjakan sendiri . Tanah tanahnja dibagi_hasilkan

kepada petani-petan jang tidak bertanah atau jang tidak

tjukup tanahnja . Bahkan tidak djarang bahwa dalam hubung

an gada para pomilk jang menggada kan tanahnja itu ke

mudian mendjadi penggarap tanahnja sendiri sebagai pemba.

gi.hasil. Dan tidak djarang pula bahwa tanah_tanah jang

luas itu tidak diusahakan ("dibjarkan terlantar" ) oleh karena
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jang menguasajnja tidak dapat mengerdjakan sendiri , hal

mana terang bertentangan dengan usaha untuk menambah

produksi bahan makanan.

(2 ) . Bahwa ada orang-orang jang mempunjai tanah jang berlebih.

lebihan, sedang jang sebagian terbesar lajnnja tidak mempu

njai atau tidak tjukup tanahnja adalah terang bertentangan

dengan azas sosialisme Indonesia, jang menghendaki pembagi.

an jang merata atas sumber penghidupan rakjat tani jang

berupa tanah itu, agar ada pembagian jang adil dan merata

pula dari hasil tanah-tanah tersebut.

Dikuasainja tanah-tanah jang luas ditangan sebagian ketjil

para petani itu membuka pula kemungkinan dilakukannja

praktek-praktek pemerasan dalam segala bentuk (gadai, bagi.

hasil dan lain-lainnja) , hal mana bertentangan pula dengan

prinsip sosialisme Indonesia.

(3) . Berhubung dengan itu maka disamping usaha untuk memberi

tanah pertanian jang tjukup luas, dengan djalan membuka

tanah setjara besar-besaran diluar Djawa dan menjelenggara

kan transmigrasi dari daerah-daerah jang padat, Undang

undang Pokok Agraria dalam rangka pembangunan masjara.

kat jang sesuai dengan azas sosialisme Indonesia itu, meman

dang perlu adanja batas maximum tanah.pertanian jang boleh

dikuasai satu keluarga, baik dengan hak milik maupun dengan

hak jang lain. Luas maksimum tersebut menurut Undang.

undang Pokok Agraria harus ditetapkan dengan peraturan

perundangan didalam waktu jang singkat (pasal 17 ajat ( 1 )

dan (2) ) . Tanah jang merupakan kelebihan dari maksimum

itu diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk

selandjutnja dibagikan kepada rakjat petani jang membutuh.

kan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Peme

rintah (pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria aja ( 3 ) .

Dengan demikian maka pemilikan tanah pertanian selandjut

nja akan lebih merata dan adil.

――――

Selain memenuhi sjarat keadilan maka tindakan tersebut akan

berakibat pula bertambahnja produksi , karena para pengga.

rap tanah-tanah itu, jang telah mendjadi pemiliknja, akan

lebih giat didalam mengerdjakan usaha pertaniannja.

(4) . Selain luas maksimum Undang-undang Pokok Agraria meman.

dang perlu pula diadakannja penetapan luas minimum, dengan

tudjuan supaja tiap keluarga petani mempunjai tanah jang

tjukup luasnja untuk dapat mentjapai taraf penghidupan jang

lajak. Berhubung dengan berbagai faktor jang belum memung

kinkan ditjapajnja batas minimum itu sekaligus dalam waktu

jang singkat, maka ditetapkan, bahwa pelaksanaannja akan

dilakukan setjara berangsur-angsur (Undang-undang Pokok

Agraria pasal 17 ajat (4 ) ) , artinja akan disc.cnggarakan taraf

demi taraf. Pada taraf permulaan maka penetapan minimum

bertudjuan untuk mentjegah dilakukannja pemetjahan tanah

lebih landjut, karena hal jang demikian itu akan mendjauhkan

kita dari usaha untuk mempertinggi taraf hidup petani seba.

gai jang dimaksudkan diatas. Penetapan minimum tidak
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berart¡ , bahwa orang-orang jang mempunjai tanah kurang dari

batas itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnja.

(5) . Kiranja tidak memerlukan pendjelasan, bahwa untuk mem.

pertinggi taraf hidup petani dan taraf hidup rakjat pada

umumnja, tidaklah tjukup dengan diadakannja penetapan luas

maksimum dan minimum sadja, jang diikuti dengan pembagi

an kembali tanah-tanahnja jang melebihi maksimum itu.

Agar supaja dapat ditjapai hasii sebagai jang diharapkan

maka usaha itu perlu disertai dengan tindakan tindakan lain

nja, misalnja pembukaan tanah; tanah pertanian baru, trans_

migrasi, industrialisasi, usaha.usaha untuk mempertinggi

produktiviteit (intensifikasi ) , persediaan kredit jang tjukup

jang dapat diperoleh pada waktunja dengan mudah dan murah

serta tindakan tindakan lainnja.

(6 ) . Menurut pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria luas maksi

mum dan minimum ¡tu harus diataur dengan peraturan perun.

dangan.

Ini berarti bahwa diserahkanlah pada kebidjaksanaan Peme

rintah apakah hal itu akan diatur oleh Pemerintah sendiri

dengan Peraturan Pemerintah atau bersama-sama Dewan

Perwakilan Rakjat dengan undang-undang. Mengingat akan

pentingnja masa'alah tersebut Pemerintah berpendapat, bahwa

soal itu seba knjalah diatur dengan peraturan jang bertingkat

undang-undang. Dalam pada itu karena keadaannja memaksa

kini diaturnja dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang.

(7). a. Luas maksimum ditetapkan untuk tiap-tiap daerah tingkat

II dengan keadaan daerah masing-masing dan faktor faktor

sebagai :

1. tersedianja tanah-tanah jang masih dapat dibagi,

2. kepadatan penduduk.

3. djenis.djenis dan kesuburan tanahnja (diadakan perbe

daan antara sawah dan tanah kering, diperhatikan apa.

kah ada perairan jang teratur atau tidak) .

4. besarnja usaha tani jang sebaik-baiknja ("the best

farmsize" ) menurut kemampuan satu keluarga, dengan

mengerdjakan beberapa buruh tani.

5. tingkat kemadjuan tehnik pertanian sekarang ini.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, jang ber.

beda-beda keadaannja diberbagai daerah di Negara kita ini,

maka diadakanlah perbedaan antara daerah daerah jang padat

dan tidak padat. Daerah daerah jang padat dibagi lagi dalam

daerah jang sangat padat, tjukup-padat dan kurang padat.

Pula diadakan perbedaan antara batas untuk sawah dan tanah

kering. Untuk tanah kering dengan 20% batasnja adalah sama

dengan batas waktu sawah di tambah dengan 20 % didaerah.

daerah jang padat dan dengan 30% didaerah daerah jang

tidak padat.

Sebagaimana tertjantum dalam pasal 1 ajat ( 2) maka pene

tapan maksimum itu ialah paling banjak (jaitu untuk daerah

daerah jang tidak padat ) 15 hektar sawah atau 20 hektar
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tanah-kering. Untuk daerah-daerah jang sangat padat maka

angka angka itu adalah masing-masing 5 hektar atau 6 hektar

Djika sawah dipunjai bersama-sama dengan tanah kering

maka batasnja adalah paling banjak 20 hektar, baik didaerah

jang padat maupun jang tidak padat.

b. Jang menentukan luas maksimum itu bukan sadja tanah

tanah miliknja sendiri , tetapi djuga tanah tanah kepunjaan

orang lain jang dikuasai dengan hak gadai , sewa dan lain

sebagainja seperti jang dimaksudkan diatas. Tetapi tanah .

tanah jang dikuasai dengan hak guna-usaha atau hak-hak

lainnja jang bersifat sementara dan terbatas (mitsalnja hak

pakai ) jang didapat dari Pemerintah tidak terkena keten.

tuan maksimum tersebut. Letak tanah tanah itu tidak

perlu mesti disatu tempat jang sama, tetapi dapat pula

dibeberapa daerah, mitsalnja didua atau tiga Daerah ting

kat II jang berlainan.

c. Penetapan luas maksimum memakai dasar keluarga, biar

pun jang berhak atas tanahnja mungkin seorang.seorang.

Be: apa djumlah luas tanah jang dikuasai oleh anggota.

anggota dari suatu keluarga, itulah jang menentukan

maksimum luas tanah bagi keluarga itu. Djumlah anggota

keluarga ditetapkan paling banjak 7 orang. Djika djumlał.

nja melebihi 7 orang maka bagi keluarga itu luas maksi .

mum untuk setiap anggota keluarga jang selebihnja ditam.

bah 10%, tetapi djumlah tambahan tersebut tidak boleh

lebih dari 50%, sedang djumlah tanah-pertanian jang

dikuasai seluruhnja tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik

sawah, tanah.kering maupun sawah dan tanah-kering.

Mitsalnja untuk keluarga didaerah tidak padat (dengan

batas maksimum 15 hektar) jang terdiri dari 15 anggota,

maka batas maksimumnja dihitung sebagai berikut.

Djumlah tambahannja 8 x 10% x 15 hektar sawah,

tetapi tidak boleh lebih dari 7,5 hektar = 22,5 hektar

Tetapi oleh karena tanah jang dikuasai diseluruh ti

dak boleh lebih dari 20 hektar, maka luas maksimum

untuk keluarga itu ialah 20 hektar. Kalau jang dikuasai

itu tanah.kering maka keluarga tersebut tidak mendapat

tambahan lagi , karena batas buat tanah.kering untuk dae

rah jang tidak padat sudah ditetapkan 20 hektar.

d. Ketentuan maksimum tersebut hanja mengenai tanah

pertanian. Batas untuk tanah perumahan akan ditetapkan

tersendiri. Demikian pula luas maksimum untuk badan.

badan hukum.

(8) . Luas minimum ditetapkan 2 hektar, baik untuk sawah maupun

tanah-kering. Sebagai telah diterangkan diatas batas 2 hektar

itu merupakan tudjuan, jang akan diusahakan tertjapainja

setjara taraf demi taraf. Berhubung dengan itu maka dalam

taraf pertama perlu ditjegah dilakukannja pemetjahan.peme

tjahan pemilikan tanah jang bertentangan dengan tudjuan

tersebut.

Untuk itu maka diadakan pembatasan.pembatasan seperìu
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nja didalam hal pemindahan hak jang berupa tanah-pertanian

(pasal 9) . Tanpa pembatasan pembatasan itu maka dichawa

tirkan bahwa bukan sadja usaha untuk mentjapaj batas mini.

mum itu tidak akan tertjapai, tetapi bahkan kita akan tambah

mendjauh dari tudjuan tersebut.

(9) . a. Dalam Peraturan ini diatur pula soal gadaj tanah-pertanian,

Jang dimaksud dengan gadai jalah hubungan antara sese.

orang dengan tanah kepunjaan orang lain, jang mempunjai

utang uang padanja. Selama utang tersebut belum dibajar

lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan jang

memjndjamkan uang tadi ("pemegang-gadai" ) .

Selama itu hasil tanah seluruhnja mendjadi hak pemegang

gadai, jang dengan demikian merupakan bunga dari utang

tersebut. Penebusan tanah itu tergantung pada kemauan

dan kemampuan jang menggadajkan. Banjak gadai jang

berlangsung bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan

ada pula jang djlandjutkan oleh para ahliwaris penggadai

dan pemegang-gadai, karena penggadai tidak mampu untuk

menebus tanahnja kembali . (Dalam pada itu dibeberapa

daerah dikenal pula gada; dimana hasil tanahnja tidak

hanja merupakan bunga, tetapi merupakan pula angsuran.

Gadai demikian itu disebut " djual gangsur". Berlainan

dengan gadai biasa maka dalam djual-gangsur setelah

lampau beberapa waktu tanahnja kembali kepada pengga

dai tanpa membajar uang tebusan) .

Besarnja uang gadai tidak sadja tergantung pada kesu

buran tanahnja, tetapi terutama pada kebutuhan pengga

dai akan kredit. Oleh karena itu tidak djarang tanah jang

subuh digadaikan dengan uang-gadaj jang rendah. Biasanja

orang menggadajkan tanahnja hanja bila ia berada dalam

keadaan jang sangat mendesak. Djika tidak mendesak

kebutuhannja maka biasanja orang lebih suka menjewakan

tanahnja, Berhubung dengan hal-hal diatas itu maka keba ..

njakan gadai itu diadakan dengan imbangan jang sangat

merugikan penggadai dan sangat menguntungkan pihak

pelepas uang. Dengan demikian maka teranglah bahwa

gada itu menundjukkan praktek-praktek pemerasan, hal

mana bertentangan dengan azas sosialisme Indonesia. Oleh

karena itu maka didalam Undang-undang Pokok Agraria

hak gadai dimasukkan dalam golongan hak.hak jang sifat

nja "sementara", jang harus diusahakan supaja pada wak

tunja dihapuskan. Sementara belum dapat dihapuskan

maka hak gadai harus diatur agar dihilangkan unsur-unsur

nja jang bersifat pemerasan (pasal 53) . Hak gadai itu baru

dapat dihapuskan (artinja dilarang) djika sudah dapat dise

diakan kredit jang mentjukupi keperluan para petani .

b. Apa jang diharuskan oleh pasal 53 Undang-undang Pokok

Agraria itu diatur sekali gus dalam Peraturan ini (pasal

7), karena ada hubungannja langsung dengan pelaksanaan

ketentuan mengenai penetapan maksimum tersebut diatas.

Tanah-tanah jang selebihnja dari maksimum diambil oleh
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Pemerintah, jaitu djika tanah itu milik orang jang bersang

kutan. Kalau tanah jang selebihnja itu tanan.gadai maka

harus dikembalikan kepada jang empunja. Didalam pe.

ngembalian tanah-tanah gadai tersebut tentu akan timbul

persoalan tentang pembajaran kembali uang-gadainja.

Peraturan ini memetjahkan persoalan tersebut, dengan

berpedoman pada kenjataan sebagai jang telah diuraikan

diatas. Jaitu, bahwa dalam prakteknja hatsil tanah jang

diterima oleh pemegang-gadai adalah djauh melebihi bunga

jang lajak dari pada uang jang dipindjamkan. Menurut

perhitungan maka uang gadai rata-rata sudah diterima

kembali oleh pemegang-gadai dari hasil tanahnja dalam

waktu 5 sampai 10 tahun, dengan ditambah bunga jang

lajak (10% ).

Berhubung dengan itu maka ditetapkan, bahwa tanah.

tanah jang sudah digadai selama 7 tahun (angka

tengah diantara 5 dan 10 tahun) atau lebih harus di̟kem.

balikan kepada jang empunja, tanpa kewadjiban untuk

membajar uang-tebusan.

Mengenai gadai jang berlangsung belum sampai 7 tahun,

pula mengenai gadai.gadaj baru diadakan ketentuan dalam

pasal 7 ajat ( 2 ) dan ( 3 ) , sesuai dengan azas-azas tersebut

diatas.

(10) . Kemudian agar ketentuan ketentuan Peraturan ini dapat

berdjalan dan dilaksanakan sebagaimana mestinja, maka

dalam pasal 10 dan 11 diadakan sanksi sanksi pidana seperlu

nja.

( 11 ) . Soal pemberian gant; kerugian kepada mereka jang tanahnja

diambil oleh Pemerintah, soal pembagian kembali tanah.tanah

tersebut dan hal-hal lain jang bersangkutan dengan penjele

saian tanah jang merupakan kelebihan dari luas maksimum

menurut pasal 5 akan diatur dengan Peraturan Pemerintah,

sesuai dengan ketentuan pasal 17 ajat (3) Undang-undang

Pokok Agraria.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ajat 1 :

Perkataan "orang" menundjuk pada mereka jang belum/tjñak

berkeluarga. Sedang "orang-orang" menundjuk pada mereka jang

bersama merupakan satu keluarga. Siapa siapa jang mendjadi

anggota suatu keluarga harus dilihat pada kenjataan dalam peng.

hidupannja. Jang termasuk anggota suatu keluarga ialah jang

masih mendjadi tanggungan sepenuhnja dari keluarga itu. Sebaga:

mana telah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum angka ( 7b!

maka tanah jang dimaksudkan itu bisa dikuasai sendiri oleh ang

gota keluarga masing2, tetapi dapat pula dikuasai bersama (mitsal

nja milik bersama sebagai warisan jang belum/tidak dibagi ) , Tanah'

jang dikuasai itu bila miljįknja sendiri , bisa kepunjaan orang lain

jang dikuasai dengan sewa, pakai atau gadai dan bisa djuga miljknja
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sendiri bersama kepunjaan orang lain. Orang jang mempunjai

tanah dengan hak milik atau hak gadai, tanah mana olehnja dise.

wakan atau dibagi hasilnja kepada orang atau orang-orang lain,

termasuk dalam pengertian orang jang "menguasai” tanah tersebut

menurut pasal ini . Djadi pengertian "menguasai" itu harus diarti

kan baik menguasai setjara langsung, maupun tidak langsung.

Ajat 2 :

Pokok❜nja sudah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum angka

(7a) . Djika jang dikuasai itu sawah dan tanah-kering maka tjara

menghitung maksimumnja ialah sebagai berikut . Mitsalnja didaerah

jang kurang padat maksimumnja 12 ha tanah kering, maka keluar

ha tanah kering. Maka 5 ha sawah dihitung mendjadi tanah kering

jaitu 120% x 5 ha = 6 ha. Djadi tanah jang dikuasai djumlahnjë

sama dengan 6 + 9 ha = 15 ha tanah-kering. Karena untuk daerah

jang kurang pada maksimumnja 12 ha tanah-kering, maka keluar.

ga itu harus melepaskan 15 ha 12 ha 3 ha tanah keringnja.

Dengan demikian maka maksimumnja ialah 5 ha sawah dan 6 ha

tanah kering atau 11 ha. Djika sawah jang akan dilepaskan maka

9 ha tanah-kering itu dihitung mendjadi sawah, jaitu sama dengan

sawah 5/6 x 9 ha == 7,5 ha. Dengan demikian maka djumlah tanah

nja

―――――

6

adalah 5 ha + 7,5 ha 12,5 ha sawah. Karena untuk daerah terse.

but maksimumnja 10 ha, maka sawah jang harus dilepaskan adalah

12,5 ha 10 ha 2,5 ha. Bagi keluarga itu maksimumnja mendja

di 2,5 ha sawah dan 9 ha tanah kering atau 11,5 ha. Perlu mendapat

perhatian bahwa bagaimanapun djuga djumlah luas tanah sawah

dan tanah-kering itu tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik didaerah

jang padat maupun tidak padat.

――――――――――――

Pasal 2.

Djumlah 7 orang adalah rata-rata keluarga Indonesia sekarang

ini. Lebih landjut sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum

angka (7c) .

Pasal 3.

Pe:kataan "orang-orang" menundjuk kepada orang_seorang

jang tidak merupakan anggota sesuatu keluarga. Bagi keluarga

keluarga maka kewadjiban lapor dibebankan kepada kepala keluar.

ganja, biarpun tanah-tanah jang dilaporkan itu adalah kepunjaan

anggota-anggota keluarganja. Kepala keluarga biasa laki laki atau

pun wanita.

Sudah barang tentu ketentuan dalam pasal ini tidak mengurangi

kewadjiban pendjabat pendjabat jang bersangkutan untuk setjara

aktip mengumpulkan pula keterangan.keterangan jang dimaksud

kan itu.

Pasal 4.

Ketentuan ini bermaksud untuk mentjegah djangan sampai

orang menghindarkan diri dari pada akibat penetapan luas maksi.
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mum, Bagian tanah jang selebihnja dari maksimum menurut pasal

17 Undang-undang Pokok Agraria akan diambil oleh Pemerintah,

jang kemudian akan mengatur pembagiannja kepada para petani

jang membutuhkan. Berhubung dengan itu maka bagian tersebut

tidak boleh dialihkan oleh pemiliknja kepada fihak lain, adapun

bagian tanah jang boleh terus dimiliknja (jaitu sampai luas maksi

mum) sudah barang tentu boleh dialihkannja kepada orang lain,

soal peralihan itu tidak mengakibatkan hal-hal jang disebut dalam

pasal 9.

Dalam pada itu oleh karena penetapan bagian mana jang boleh

terus dimiliknja itu memerlukan waktu, hingga pada waktu itu

mungkin belum ada kepastian apakah jang hanja akan dialihkan

itu termasuk bagian tersebut atau tidak, maka peralihan hak itu

memerlukan ¡dzin Kepala Agraria Daerah jang bersangkutan. Kalau

tanah jang dimiliki itu mitsalnja 15 ha sawah didaerah jang kurang

pada (jang maksimumnja 10 ha) maka jang boleh dialihkan oleh

pemiliknja ialah paling banjak 10 ha, karena jang 5 ha selebihnja

akan diambil oleh Pemerintah.

Perlu kiranja diperhatikan, bahwa jang terkena oleh ketentuar.

pasal ini ialah pemindahan hak atas tanah milik jang melampaui

maksimum. Djika jang dikuasai itu tanah milik dan tanah gadai ,

mitsalnja masing masing 7 ħa dan 5 ha, maka untuk mengalihkan

7 ha tanah milik tersebut tidak diperlukan idzin.

Pasal 5.

!

Lihat Pendjelasan Umum angka (11) .

Kįranja sudahlah selajaknja djika diperhatikan keinginan fjhak

fjhak jang bersangkutan (jaitu meleka jang tanahnja diambil oleh

Pemerintah itu ) mengenai penentuan bagian tanah jang mana akan

diambil oleh Pemerintah dan jang mana boleh dikuasainja terus .

Dalam pada itu Pemerintah tidak terikat pada keinginan jang

diadjukan itu. Mitsalnja tidaklah akan diperhatikan keinginan jang

diambil oleh Pemerintah hanja bagian-bagian tanah jang tidak

dapat ditanamį .

Pasal 6.

Memperoleh tanah menurut pasal ini bisa karena pembelian

ataupun pewarisan hibah, perkawinan dan lain sebaga:nja.

Mitsalnja didaerah jang tidak padat seorang menguasa: sawah

dengan hak milik seluasnja 10 ha dan hak gadai 5 ha. Kemudian ia

membeli sawah 5 ha. Didalam waktu 1 tahun ia diwadjibkan untuk

melepaskan 5 ha, mitsalnja sernua tanah jang dikuasainja dengan

hak.gadainja itu atau sebagian tanah gadai dan sebagian tanah

miliknja.

Pasal 7.

Azasnja sudah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum angka

(9b) . Mengenai ketentuan ajat (2 ) dapat dikemukakan tjontoh seba

gai berikut. Uang gadai Rp. 14.000,- dan gadaj sudah berlangsung

3 tahun. Maka uang tebusannja ialah 72 3 x Rp. 14.000.-—

Rp. 9.000.-

―――――
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b.

81

Hasil jang diterima pemegang-gadai selama 3 tahun dianggap seba

gai 3 kal angsuran a Rp. 2.800,— ditambah bunganja.

Faktor 2 adalah dimaksud sebagai ganti kerugian, bila gadainja

3

et

7

tidak berlangsung sampai 7 tahun. Dalam pada itu tidak ada keha.

rusan bagi penggadai untuk menebus tanahnja kembali. Ketentuan

ketentuan pasal ini tidak hanja mengenai tanah-tanah gadai jang

harus dikembalikan, tetapi mengatur gadai pada umumnja.

Pasal 8.

Pasal 9.

21

Sudah didjelaskan daļam Pendjelasan Umum angka (8) . Tanah

a jang luasnja 2 ha atau kurang tidak boleh djalihkan untuk sebagi

an, karena dengan demikian akan timbul bagian jang kurang dari

2 ha. Kalau akan dialihkan maka haruslah semuanja. Tanah itu

dapat dialihkan semuanja kepada satu orang. Kalau dialihkan

semunja kepada lebih dari seorang maka mereka jang menerima

itu masing-masing harus sudah memiliki tanah-pertanian paling

sedikit 2 ha atau dengan peralihan tersebut masing2 harus memiliki

paling sedikit 2 ha. Mengenia tanah² jang lebih dari 2 ha larangan

ataupun berlaku pula, djika karena peralihan itu timbul bagian atau

bagian-bagian jang luasnja kurang dari 2 ha. Peralihan untuk
M sebagian diperbolehkan, djika jang menerima tu sudah memiliki

tanah-pertanian paling sedikit 2 ha atau djika dengan peralihan

tersebut lalu memiliki tanah paling sedikit 2 ha dan djika sisanja

jang tidak dialihkan luasnja masih paling sedikit 2 ha. Mitsalnja

tanah 3 ha boleh didjual 1 ha kepada seorang jang sudah memiliki

1 ha pula. Sisa jang tidak didjual masih 2 ha.

3

g

Larangan tersebut tidak berlaku mengenai pembagian
I warisan jang berupa tanah-pertanian.

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum angka (4) dan

(8) . Usaha-usaha jang harus didjalankan untuk mentjapaj tudjuan,

supaja setiap keluarga petani mempunjai tanah 2 ha itu ialah

terutama extensioikasi tanah pertanian dengan pembukaan tanah

setjara besar-besaran diluar Djawa, transmigrasi dan industrialisa

si. Tanah 2 ha itu bisa berupa sawah atau tanah-kering atau sawah

dan tanah.kering.

Pasal 10 dan 11 .1

3 Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum angka ( 10 ) .

K Apa jang ditentukan dalam pasal 10 ajat 3 dan 4 tidak memerlu.

1 kan keputusan pengadilan. Tetapi berlaku karena hukum setelah

1 ada keputusan hakim jang mempunjai kekuatan untuk djdjalankan,

jang menjatakan, bahwa benar terdjadi tindakan pidana jang

dimaksudkan dalam ajat 1 .

Pasal 12.

Oleh karena pembatasan mengenai tanah untuk perumahan

tidak sepenting tanah pertanian dan tidak menjangkut banjak

orang sebagaimana halnja dengan tanah2 pertanian, maka soal

tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, demikian
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djuga halnja, dengan pelaksanaan selandjutnja dari Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang² ini, Jang demikian itu tidak pula |

bertentangan dengan pasal 17 Undang.udang Pokok Agra: ia.

Pasal 13

Tidak memerlukan pendjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2117.

Sesuai dengan salinannja,

Wk. Kepala Biro Perentjanaan dan

Perundang-undangan

Departemen Agraria.

( Mr. Boedi Harsono ) .
――
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KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA

No. Sk. 978/Ka/1960

tentang

Penegasan luas maksimum tanah pertanian

MENTERI AGRARIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera ditegaskan luas maksimum ta

nah pertanian untuk tiap2 Daerah Swatantra

Tingkat II, sebagai jang dimaksud dalam pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-2 No.

56/1960, ttg. Penetapan luas tanah pertanian;

Mengingat :

b. bahwa angka2 resmi tentang kepadatan penduduk

jang ada pada Pemerintah dapat dipakai sebagai

dasar untuk menegaskan luas maksimum tersebut,

dengan memperhatikan pula keadaan sosial ekono

mi daerah2 jang bersangkutan.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2

No. 56/1960, ( L.N. 1960 174) dan ketentuan dalam

Daftar lampirannja, jang memuat dasar penetapan

penggolongan daerah, jaitu daerah tidak padat bagi

jang berkepadatan penduduk sampai 50 tiap kilometer

persegi, daerah kurang padat 51 sampai 250, daerah

tjukup padat 251 sampai 400 dan daerah sangat padat

401 keatas ;

-

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menegaskan luas maksimum tanah-pertanian untuk

tiap2 Daerah Swatantra Tingkat II, sebagai jang ter.

tjantum didalam daftar jang dilampirkan pada Kepu

tusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan

ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 31 Desember 1960

MENTERI AGRARIA,

(Mr. SADJARWO) .

1
3
3
2
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,,SALINAN"

KEPUTUSAN PRESIDEN

No. 131 TAHUN 1961

TENTANG

ORGANISASI PENJELENGGARAAN LANDREFORM

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG :

a bahwa dalam Amanat pada tanggal 17 Agustus 1960 kami mene

gaskan bahwa Landreform adalah bagian mutlak dari Revolusi

dan pada tanggal 1 Djanuari 1961, pada upatjara pengajrunan

Tjangkul Pembangunan Semesta Nasional Berentjana, memerin

tahkan supaja Landreform mulai dilaksanakan djuga;

b. bahwa Landreform sebagai dinjatakan dalam keputusan M.P.

R.S. No. II/1960 pasal 4 ajat 3 adalah basis pembangunan Se

mesta;

c. bahwa sudah ada beberapa peraturan perundangan jang merupa.

kan landasan hukum bagi pelaksanaan Landreform ;

d. bahwa untuk mendjamin pelaksanaan Landreform dengan sem

purna, perlu ada koordinasi jang sebaik baiknja antara Instansi2

dan organisasi2 Masa Tani , jang ada sangkut-pautnja dengan itu ;

e. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Panitya Penjeleng .

garaan Landreform jang mewudjudkan kerdja sama/koordinasi

dalam bidang pimpinan, pelaksanaan serta pengawasan di Pusat

marupun Daerah;

MENGINGAT :

a. Pasal 4 ajat ( 1 ) Undang2 Dasar;

b. Pasal 2 Undang2 Pokok Agraria (Undang2 No. 5 tahun 1960 '

Lembaran Negara tahun 1960 No. 104 ) ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI

PENJELENGGARAAN LANDREFORM.

Bab I.

UMUM

Pasal 1 .

1. Dalam rangka penjelenggaraan program Landreform dibentuk

Panitya2 Landreform Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II,

Ketjamatan dan Desa, jang bertugas menjelenggarakan pimpinan,

pelaksanaan, pengawasan, bimbingan serta koordinasi ;

2. Panitya2 tersebut diatas adalah Panitya Negara.
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1. Panitya2 Landreform tersebut dalam pasal 1 mempunjai susunan

sebagai berikut :

a. Pusat Panitya Landreform Pusat mempunjai Badan Peker

dja dan diperlengkapi dengan Panitya Pertimbangan dan

Pengawasan Pelaksanaan Landreform ;

:b. Daerah Tingkat I Panitya Landreform Daerah Tingkat I ;

c. Daerah Tingkat II : Panitya Landreform Daerah Tingkat II;

d. Ketjamatan Panitya Landreform Ketjamatan ;

e. Desa Panitya Landreform Desa atau petugas Landreform

Desa.

2. Tiap2 Panitya tersebut pada ajalt 1 pasal ini mempanjai suatu

Sekretariat.

Pasal 2.

Ketua :

Wk. Ketria :

Wk. Ketua :

1. Panitya Landreform Pusat terdiri atas :

Pimpinan tertinggi : P.J.M. Presiden Republik Indonesia/Pemim

pin Besar Revolusi.

Wk. Ketua :

Anggota2 :

Bab II.

PANITYA LANDREFORM PUSAT.

Pasal 3.

Menteri Pertama;

Menteri Pembangunan ;

Menteri Agraria ;

Menteri Dalam Negeri/Otonomi Daerah;

Menteri Produksi ;

Menteri Pertanian :

Menteri Keuangan ;

Menteri Transkopemada ;

Menteri Perindustrian Rakjat ;

Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga ;

Menteri Penerangan;

Wakil DEPERNAS ;

Wakil D.P.A.;

Wakil D.P.R..G.R.;

Wakil Front Nasional.
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2. Badan Pekerdia Panitya Landreform Pusat terdiri atas :

Ketua :

Anggota2 :

Ketua :

Anggota2 :

Menteri Agraria;

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ;

Menteri Pertanian;

3. Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform.

terdiri atas :

Menteri Keuangan;

Menteri Perindustrian Rakjat;

Menteri Transkopemada.

Pembantu Utama Menteri Agraria;

Wakil dari Departemen Pertahanan;

""

99

""

99

99

""

""

""

Kepolisian Negara;

Kedjaksaan Agung;

Kehakiman;""

Kepala Djawatan Agraria;

Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah;

Wakil dari Penguasa Perang Tertinggi ;

Wakil dari Depernas ;

Wakil dari D.P.A.;

Wakil dari Front Nasional ;

Wakil2 dari Organisasi Tani.

4. Sekretariat Panitya Landreform Pusat dipimpin oleh Pembantu

Utama Departemen Agraria sebagai Sekretaris Umum jang di .

bantu oleh Kepala Biro Perentjanaan dan Perundang-undangan

dan Kepala Biro Landreform dari Departemen Agraria sebagai

Sekretaris.

5. Sekretaris Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan

Landreform adalah Kepala Biro Landreform dari Departemen

Agraria.

Pasal 4.

1. Panitya Landreform Pusat bertugas :

a. memegang pimpinan tertinggi atas pelaksanaan Landreform ;

b. menetapkan kebidjaksanaan umum dan peraturan-peraturan

pelaksanaan landreform ;

c . mengambil dan memberikan putusan-putusan terhadap per

soalan-persoalan pokok mengenai pelaksanaan landreform .

2. Panitya Harian bertugas :

a. melaksanakan putusan putusan jang telah diambil oleh

Panitya Londreform Pusat ;
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b. melakukan usaha koordinasi sehari hari antar Departemen

Departemen jang bidang tugasnja mempranjai hubungan lang.

sung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Land.

reform ;

C.
memberi bimbingan, petundjuk-petundjuk , instruksi instruksi

serta pedoman pedoman pokok penjelenggaraan landreform

untuk Panitya Panitya Daerah, baik atas dasar Putusan

Panitya Landreform Pusat maupun atas inisiatif sendiri.

3. Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform

bertugas:

a. mengadjukan pertimbangan pertimbangan kepada Panitya

Landreform Pusat mengenai tjara tjara pelaksanaan Land .

reform serta pengawasannja;

b. melakukan pengawasan dan pernilaian terhadap

kegiatan pelaksanaan Landreform di Daerah daerah ;

c. mengadakan penjaluran penjelesaian atas sengketa-sengketa

jang timbul berhubung pelaksanaan landreform ;

d. melaporkan segala sesuatunja jang telah dilakukan kepada

Panitya Landreform Pusat.

PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT I

Bab III.

Pasal 5.

1. Panitya Landreform Daerah Tingkat I terdiri atas :

Ketua : Gubernur Kepala Daerah;

Wk. Ketua : Kepala Inspeksi Agraria;

Anggota.

anggota

semua

: Kepala Djawatan/Instansi pada taraf Daerah

Tingkat I dari Departemen-Departemen jang

Menteri-Menterinja tersebut dalam pasal 3 ajat 1 ,

Inspektur Bank Koperasi Tani dan Nelajan dan

Wakil-wakil dari Organisasi Tani.

2. Sekretaris adalah pedjabat Agraria jang ditundjuk oleh Kepala

Inspeksi Agraria.

3. Panitya Landreform Daerah Tingkat I bertugas:

a. melaksanakan instruksi instruksi jang ditetapkan oleh Pani

tya Landreform Pusat dan Panitya Pertimbangan dan Penga.

wasan Pelaksanaan Landreform;
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b. memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan landreform

pada taraf Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan.perun

dangan serta instruksi-instruksi/pedoman pedoman dari Pani

tya Landreform Pusat dan Panitya Pertimbangan dan Penga

wasan Pelaksanaan Landreform;

c. mengkoordinir pekerdjaan-pekerdjaan jang bertalian dengan

pelaksanaan landreform di Daerah Tingkat II ;

d. memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap pelaksa.

naan landreform di Daerah Tingkat II ;

e. memberikan pedoman.pedoman pelaksanaan kepada Panitya

Landreform Daerah Tingkat II ;

f. memberikan bahan-bahan/keterangan.keterangan, pertimba.

ngan pertimbangan serta laporan tentang pelaksanaan land .

reform didaerahnja kepada Panitya Landreform Pusat dan

Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Land.

reform .

Bab IV

PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT II

1. Panitya Landreform Daerah Tingkat II terdiri atas :

Bupati/Kepala Daerah;
Ketua

Wk. Ketua : Kepala Kantor Agraria Daerah ;

Anggota

:

Pasal 6.

: Kepala Djawatan/Instansi pada taraf Daerah

Tingkat II dari Departemen.Departemen jang

Menteri Menterinja tersebut dalam pasal 3 ajat

(1 ) . Kepala Bank Koperasi Tani dan Nelajan dan

Wakil-wakil Organisasi Tani.

2. Sekretaris adalah pedjabat Agraria jang ditundjuk oleh Kepala

Kantor Agraria Daerah .

3. Panitya Landreform Daerah Tingkat II bertugas :

a. melaksanakan instruksi_instruksi dari Panitya Landreform

Pusat, Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan

Landreform dan Panitya Landreform Daerah Tingkat I ;

b. memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan landreform

pada taraf Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan

peraturan/Undang-undang serta instruksi-instruksi/pedoman

pedoman dari Panitya Landreform Pusat, Panitya Pertimba

ngan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta Panitya

Landreform Daerah Tingkat I :
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c. mengatur koordinasi pekerjaan.pekerdjaan jang berhubungan

langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan land

reform ;

•

d. mengatur tjara_tjara pendaftaran atas pemilikan, penguasaan

serta penggunaan tanah jang ada didaerahnja ;

e. mengatur tjara pengambilan tanah kelebihan dari batas mak

simum ;

f. menetapkan bentuk, djumlah serta tjara pemberian ganti.rugi

kepada bekas pemilik, menurut pedoman jang diberikan oleh

Panitya-Panitya jang lebih atas ;

g. mendaftar dan menetapkan urut.urutan (prioritet ) orang

orang jang akan mendapat bagian tanah, menetapkan kuas

dan letak tanah jang akan dibagikan kepada orang-orang,

menentukan tanah tanah jang masih tetap akan dimiliki oleh

pemilik dan mengatur bentuk, djumlah, tjara pembajaran

tanah dari orang-orang, jang memperoleh bagian tanah, serta

mengatur pemberian kreditnja, kesemuanja itu menurut pedo

man-pedoman jang diberikan oleh Panitya.Panitya jang lebih

atas ;

h. melaksanakan usaha.rusaha mentjapai batas minimum dan

konsolidasi pemilikan tanah ;

i . menetapkan tjara-tjara pengembalian tanah tanah jang di

gadaikan;

j . mengusahakan hapusnja pemilikan/penguasaan tanah oleh

orang-orang diluar daerah Ketjamatan;

k. mengadakan usaha-usaha untuk menjatukan tanah tanah jang

letaknja terpentjar pentjar;

1. menggiatkan pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960

tentang perdjandjian bagi hasil ;

m. memberikan bimbingan, pedoman pedoman serta pengawasan

terhadap pelaksanaan landreform kepada Panitya Landreform

Ketjamatan dan Desa;

n. mendamaikan serta memberi putusan tentang sengketa-seng.

keta jang timbul akibat pelaksanaan landreform ;

pertimo. memberikan bahan bahan/keterangan-keterangan,

bangan-pertimbangan tentang pelaksanaan landreform didae.

rahnja kepada Panitya Landreform Pusat, Panitya Pertim

bangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta kepa

da Panitya Landreform Daerah Tingkat I.
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Bab V.

PANITYA LANDREFORM KETJAMATAN.

Pasal 7.

1. Panitya Landreform Ketjamatan terdiri atas :

Ketua :

Wk. Ketua :

Anggota2 :

Tjamat;

Petugas Agraria jang ditundjuk oleh Kepala Kan.

tor Agraria Daerah ;

Kepala-Kepala Kantor/Instansi.instansi pada taraf

Ketjamatan jang dari Departemen Departemen jang

Menteri-menterinja tersebut dalam pasal 3 ajat 1,

dan wakil-wakil Organisasi Tani.

2. Sekretaris adalah orang jang ditundjuk oleh Tjamat.

3. Panitya Landreform Ketjamatan bertigas ;

a. membantu memperlantjar pelaksanaan landreform .

b. melaksanakan Instruksi-instruksi dari Panitya Landreform

Daerah Tingkat II ;

c. memberikan usul, saran saran, pertimbangan-pertimbangan,

serta laporan kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II

mengenai pelaksanaan Landreform didaerahnja.

Bab VI

PANITYA LANDREFORM DESA

1. Keanggotaan Panitya Landreform Desa diserahkan kepada

kebidjaksanaan Panitya Landreform Daerah Tingkat II, dengan

pengertian tokoh-tokoh jang progresip serta wakil-wakil dari

organisasi Tani diikut-sertakan serta dengan 'djumlah sebanjak.

banjaknja 5 orang;

2. Panitya Landreform Desa bertugas :

a. melaksanakan instruksi dari Panitya Landreform Ketiamatan ;

b. memberikan usul, saran-saran, pertimbangan pertimbangan

serta laporan kepada Panitya Landreform Ketjamatan.

Bab VII.

PEMBIA JA AN

Pasal 9.

1. Segala pembiajaan Panitya Landreform dibebankan kepada

Anggaran belandja Departemen Agraria;
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2. Anggota-anggota Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelak

sanaan Landreform serta Anggota-anggota Panitya Landreform

Daerah Tingkat I, menerima uang sidang sesuai dengan pera.

turan jang berlaku ;

3. Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris Panitya Landreform

Pusat, Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan

Landreform serta Panitya Landreform Daerah Tingkat I menda.

pat uang sidang sesuai dengan peraturan jang berlaku ;

4. 4. Anggota-anggota dan Sekretaris Panitya Landreform Daerah

Tingkat II, Ketjamatan dan Desa menerima honorarium tetap

jang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Bab VIII.

LAIN-LAIN

Pasal 10.

1. Pembentukan Panitya Landreform Daerah Tingkat I dan Daerah

Tingkat II dilakukan dengan Keputusan Menteri Pertama;

2. Pembentukan Panitya Landreform Ketjamatan dan Desa dilaku

kan dengan Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atas

nama Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 11.

Untuk memperlantjar penjelengaraan tugasnja, Panitya Land.

reform Tingkat I dan Daerah Tingkat II dapat membentuk Sub-sub

Panitya dan/atau membentuk Bagian.Seksi-seksi sesuai dengan

keperluannja.

Bab IX.

PENUTUP.

Pasal 12.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 15 April 1961.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO.

Disalin sesuai dengan aslinja

Kepala Biro Perentjanaan dan

Perundang-undangan.

DEPARTEMEN AGRARIA,

(Mr. Soemitro Tjokrowardojo) .
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MAKSUD DAN TUDJUAN

,,JAJASAN PERTANIAN NASIONAL"

menudju masjarakat-adil dan makmur,

atau masjarakat Sosialis Indonesia

pada umumnja , dimana tarap kehidupan

kaum Tani meningkat dan lenjapnja se

gala matjam penghisapan dan penindasan

sesuai dengan tuntutan amanat penderitaan Rakjat

Revolusi 17 Agustus 1945.

lapangan usaha :

a . menjelenggarakan kursus- dan tjeramah2

b. membentuk serta mendidik kader2 pertanian

-

c. menjelenggarakan pameran serta pertundjukan2 pilem

d. menerbitkan serta menjebarkan brosur2, madjallah2,

buku, dan persurat kabaran

mendirikan serta mengurus sekolah2 pertanian

f. menjelenggarakan perpustakaan, (terutama perpus

takaan) pertanian

g. mengusahakan berdirinja pertjetakan dan toko² buku

h. mengusahakan tumbuhnja kooperasi² pertanian dan

lain2 usaha pertanian dalam arti kata jang luas

i. membantu pemerintah dalam usahanja melaksanakan

transmigrasi

j. turut melaksanakan usaha pemerintah dalam lapang

an pembangunan masjarakat Desa.



Pertj . Sulindo · Djakarta







Syracuse, N. Y.

Stockton, Calif.
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